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ABSTRAK 
 
Nama : Juwita Sari 
NIM : 10200113078 
Jurusan : Ekonomi Islam 
Judul Skripsi        : Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Dalam Rangka 
Pelaksanaan Pembangunan Daerah Di Kabupaten 
Mamuju Provinsi Sulawesi Barat 
 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis strategi, 
faktor-faktor yang menjadi penghambat serta pendukung, dan upaya yang 
dilakukan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah. 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi Pemerintah 
Daerah dalam rangka meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah. 
 Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode penelitian 
kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sumber data penelitian berasal dari 
sember data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dengan 
menggunakan metode wawancara dan observasi. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi utama berdasarkan analisis 
SWOT, hal-hal yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka 
peningkatan penerimaan pajak adalah dengan melakukan perubahan struktur 
organisasi menjadi lebih efektif dan efisien, mengoptimalkan potensi pajak yang 
berada di Kabupaten Mamuju dengan cara pendataan secara berkala, dan 
sosialisasi dilakukan secara lebih intensif dan menyeluruh. Adapun dalam faktor-
faktor yang mendukung penerimaan pajak daerah yaitu pendataan Objek Pajak 
secara berkala dan sosialisasi dan pendekatan kepada Wajib Pajak. Faktor-faktor 
yang menghambat adalah proses penagihan Pajak Daerah Secara langsung dan 
penyuluhan kepada masyarakat yang belum menyeluruh. Upaya yang dilakukan 
pemerintah dalam memungut pajak dengan membentuk Tim SATGAS di nilai 
cukup baik, karena dapat mengoptimalkan penagihan dan pendataan secara 
efektif.  
 
Kata kunci: Analisis SWOT, Strategi, Pajak Daerah. 
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BAB I 
 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Pembangunan ekonomi adalah proses mengubah struktur ekonomi yang 
belum berkembang dengan jalan capital investment dan human investment yang 
bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran penduduk atau income per capita 
naik.
1
 Pembangunan ekonomi adalah usaha-usaha untuk meningkatkan taraf hidup 
suatu bangsa yang seringkali diukur dengan tinggi rendahnya pendapatan riil 
perkapita.  
Tujuan pembangunan ekonomi disamping untuk meningkatkan 
pendapatan nasional riil juga untuk meningkatkan produktivitas. Pembangunan 
ekonomi dapat memberikan kepada manusia kemampuan yang lebih besar untuk 
menguasai alam sekitarnya dan mempertinggi tingkat kebebasannya dalam 
mengadakan suatu tindakan tertentu. Pembangunan ekonomi ini mempunyai tiga 
sifat penting, yaitu: 1) Suatu proses yang berarti merupakan perubahan yang 
terjadi terus-menerus. 2) Suatu usaha untuk menaikkan pendapatan per 
jiwa/income per capita. 3). Kenaikan income per capita itu harus terus-menerus 
dan pembangunan itu dilakukan sepanjang masa.
2
 
Pembangunan ini tidak terlepas dari peranan manusia sebagai khalifah di 
muka bumi. Allah berfirman dalam QS. Al-Baqarah/2: 30. 
                                                          
1
Malayu S.P. Hasibuan, “Ekonomi Pembangunan dan Perekonomian  Indonesia” 
(Bandung: Armico, 1987) h. 12. 
2Wiratno Bagus Suryono, “Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Tingkat Investasi 
dan Tenaga Kerja terhadap PDRB Jawa Tengah”,  Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas 
Diponegoro.  
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                                     
                                
Terjemahnya: 
Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya 
aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: 
"Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang 
akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami 
Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" 
Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu 
ketahui." 
 
Manusia hidup di dunia diberikan tugas dan fungsi sebagai khalifah di 
muka bumi, menjadikan sebagian manusia “ditakdirkan” untuk mengurus 
sebagian yang lain. Sebagai khalifah, manusia memiliki tanggung jawab yang 
besar. Manusia bertanggung jawab untuk membangun di muka bumi, sesuai 
dengan perintah Allah, tanpa membuat kerusakan di muka bumi. 
Kegiatan pembangunan nasional tidak lepas dari peran seluruh Pemerintah 
Daerah yang telah berhasil memanfaatkan segala sumber daya yang tersedia di 
daerah masing-masing. Sebagai upaya memperbesar peran dan kemampuan 
daerah dalam pembangunan, pemerintah daerah dituntut untuk lebih mandiri 
dalam membiayai kegiatan operasional rumah tangga. Dalam melaksanakan 
kegiatan pembangunan, pemerintah propinsi memanfaatkan segala sumber daya 
yang tersedia di daerah itu dan dituntut untuk bisa lebih mandiri. Terlebih dengan 
diberlakukannya otonomi daerah, maka pemerintah propinsi harus bisa 
mengoptimalkan pemberdayaan semua potensi yang dimiliki dan perlu diingat 
bahwa pemerintah daerah tingkat satu tidak boleh terlalu mengharapkan bantuan 
dari pemerintah pusat seperti pada tahun-tahun sebelumnya.  
3 
 
Penataan perundang-undangan di bidang keuangan negara dilakukan 
perubahan dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 
Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 No. 130 Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 5049) selanjutnya disebut UU Pajak dan Retibusi 
Daerah, pada tanggal 15 September Tahun 2009. Jenis pajak dan retribusi daerah 
yang diatur dalam Undang-Undang Pajak dan Retribusi Daerah yang lama sudah 
tidak memadai lagi dengan kebutuhan daerah. Pemungutan atas pajak dan 
retribusi daerah berdasar undang-undang yang lama tidak memadai dalam 
mendukung peningkatan pendapatan asli daerah (selanjutnya disebut PAD) 
sehingga daerah selalu menunggu besaran Dana Alokasi Umum (selanjunya 
disebut DAU) untuk membiayai penyelenggaraan urusan otonomi. Selain itu, 
daerah banyak merumuskan pajak dan retribusi daerah yang bertentangan dengan 
prinsip efisiensi, kemudahan investasi, mobilisasi penduduk dan barang antar 
daerah.
3
 
Pada pelaksanaan desentralisasi fiskal, setiap daerah dituntut untuk dapat 
berkreasi dalam mencari sumber pembiayaan untuk pembangunan daerahnya. 
Salah satu sumber pembiayaan daerah yang dapat diandalkan adalah dari 
penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah 
adalah pungutan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat sesuai peraturan 
hukum dan perundang-undangan yang jelas dan kuat untuk membiayai 
pembangunan daerah. 
                                                          
3Himawan Estu Bagijo, “Pajak Dan Retribusi Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Daerah 
(Studi Kasus Di Kabupaten/Kota Dan Pemerintah Propinsi Di Jawa Timur)”, Balitbangda Bidang 
Hukum dan Konstitusi Propinsi Jawa Timur 16, No. 1 (Januari 2011) h. 12. 
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Pesatnya pembangunan daerah yang menyangkut perkembangan kegiatan 
fiskal yang membutuhkan alokasi dana dari pemerintah daerah mengakibatkan 
pembiayaan pada pos belanja yang terdiri dari pengeluaran rutin dan pengeluaran 
pembangunan membutuhkan tersedianya dana yang besar pula  untuk membiayai 
kegiatan tersebut. Belanja (pengeluaran) pemerintah daerah yang oleh pemerintah 
daerah dilaporkan dalam APBD merupakan kegiatan rutin pengeluaran kas daerah 
untuk membiayai kegiatan-kegiatan operasi dalam pemerintahan. Dengan belanja 
yang  semakin meningkat maka dibutuhkan dana yang besar pula agar belanja 
untuk kebutuhan pemerintah daerah dapat terpenuhi. Dengan terpenuhinya 
kebutuhan belanja pemerintah, maka diharapkan pelayanan terhadap masyarakat 
menjadi lebih baik dan kesejahteraan masyarakat menjadi meningkat.
4
 
Pertumbuhan Ekonomi adalah merupakan salah satu indikator untuk 
mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah. Semakin tinggi 
derajat kemandirian suatu daerah menunjukkan bahwa daerah tersebut semakin 
mampu membiayai pengeluarannya sendiri tanpa bantuan dari pemerintah pusat. 
Apabila dipadukan dengan derajat desentralisasi fiskal yang digunakan untuk 
melihat kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah secara 
keseluruhan, maka akan terlihat kinerja keuangan daerah secara utuh. Secara 
umum, semakin tinggi kontribusi pendapatan asli daerah dan semakin tinggi 
kemampuan daerah untuk membiayai kemampuannya sendiri akan menunjukkan 
kinerja keuangan daerah yang positif. Dalam hal ini, kinerja keuangan positif 
dapat diartikan sebagai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai 
                                                          
4
Anjar Setiawan, “Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah 
(PAD) Terhadap Belanja Daerah (Studi Kasus Pada Provinsi Jawa Tengah)”, Skripsi (Semarang:   
Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, 2010), h. 16. 
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kebutuhan daerah dan mendukung pelaksanaan otonomi daerah pada daerah 
tersebut. Dalam hal ini Pendapatan Asli Daerah, khususnya berasal dari Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah yang saat ini merupakan salah satu sumber 
penerimaan yang menjadi tumpuan daerah karena 90% diantaranya adalah 
menjadi hak daerah. 
Pajak merupakan alat bagi pemerintah dalam mencapai tujuan untuk 
mendapatkan penerimaan baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari 
masyarakat guna membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan nasional dan 
ekonomi masyarakat.  
Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Mamuju terdiri dari Pajak Hotel, 
Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Air 
Bawah Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Bumi dan 
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan 
Bangunan. 
Berikut adalah tabel yang berisi data tentang penerimaan pajak Daerah 
Kabupaten Mamuju selama lima (5) tahun terakhir:  
 
 
 
 
 
 
Tabel 1 
Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Mamuju 
Tahun 2012-2016 (Juta Rupiah) 
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Jenis Pajak 
Tahun Rata-
rata 2012 2013 2014 2015 2016 
Pajak Hotel 643 760  879  610  1 211  820  
Pajak Restoran 297 397  352  263  720  406  
Pajak Hiburan 94 131  216  145  114  140  
Pajak Reklame 487 452  565  447  617  514  
Pajak Penerangan Jalan 3.992 5.053  6.886 8.713  9.456  6.820  
Pajak Air Bawah Tanah 5 19  22  24  27  19  
Pajak Mineral Bukan 
Logam dan Batuan 
3.468 2.044  2.160  2.277  1.258  2.241  
Pajak Bumi dan Bangunan 
Perdesaan dan Perkotaan 
0 0 2 123  2 232  2 231  1 317  
Bea Perolehan Hak Atas 
Tanah dan Bangunan 
(BPHTB) 
2.928 1.630  2.270  4.052  3.260  2.828  
  
Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju (data di olah) 
 
 
Tabel 1 menyajikan data mengenai penerimaan Pajak Daerah Kabupaten 
Mamuju periode 2012 sampai 2016. Berdasarkan dari tabel tersebut dapat 
diketahui bahwa penerimaan pajak hotel, restoran dan hiburan cenderung 
mengalami kenaikan setiap tahunnya. Sedangkan untuk pajak reklame, dari tahun 
2012 sampai 2016 mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2013 menurun, tahun 
2014 meningkat, tahun 2015 mengalami penurunan, dan pada tahun 2016 kembali 
mengalami peningkatan. Penerimaan Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Air 
Bawah tanah dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Penerimaan pajak 
mineral bukan logam dan batuan setiap tahunnya terus mengalami penurunan. 
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan cenderung stabil. Sedangkan 
penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Batuan tahun 2013 menurun 
dibandingkan dengan tahun 2012. Tahun 2014 sampai dengan tahun 2015, Bea 
Perolehan Hak atas Tanah dan Batuan mengalami peningkatan, dan pada tahun 
:2016 kembali mengalami penurunan. 
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Pemberian kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah 
diharapkan dapat lebih mendorong pemerintah daerah untuk mengoptimalkan 
keuangan daerahnya, khususnya yang berasal dari pajak. Pemerintah di tuntut 
untuk lebih kreatif dalam melihat potensi-potensi pajak yang ada sehingga 
penerimaan pajak suatu daerah optimal. Namun, berdasarkan data-data yang ada, 
dapat di ketahui bahwa penerimaan daerah Kabupaten Mamuju yang berasal dari 
pajak masih memberi kontribusi yang sangat sedikit untuk PAD. Hasil dari 
penerimaan PAD yang belum optimal ini berimbas pada kontribusi PAD pada 
total Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) ini sangat sedikit. Berikut 
tabel kontribusi pajak berdasarkan total pendapatan PAD dan kontribusi PAD 
terhadap total APBD di Kabupaten Mamuju: 
 
Tabel 1.2 
Kontribusi Pajak Daerah terhadap Total Pendapatan dalam PAD 
Kabupaten Mamuju (Juta Rupiah) 
 
Tahun Anggaran Pajak Daerah (Rp) PAD (Rp) Persentase (%) 
2013 10.490 41.179 25,47 
2014 15.477 41.548 37,25 
2015 18.717 50.560 37,01 
2016 18.898 74.634 25,32 
Sumber: Kabupaten Mamuju dalam Angka (data di olah) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabel 1.3 
Kontribusi PAD terhadap Total Pendapatan dalam APBD 
Kabupaten Mamuju (Juta Rupiah) 
 
Tahun Anggaran PAD (Rp) APBD (Rp) Persentase (%) 
2013 41.179 870.211 4,73 
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2014 41.548 719.180 5,77 
2015 50.560 688.530 7,34 
2016 74.634 1.093.010 6,82 
Sumber: Kabupaten Mamuju dalam Angka (data di olah) 
 
Berdasarkan tabel 1.2 dan 1.3 terlihat bahwa kontribusi Pajak Daerah 
terhadap total PAD Kabupaten Mamuju dari tahun 2012 sampai tahun 2016 masih 
terbilang rendah. Kontribusi pajak terhadap PAD rata-rata hanya 31,26%. 
Sedangkan kontribusi PAD terhadap APBN Kabupaten Mamuju rata-rata sebesar 
6,16%. Idealnya, PAD memberikan kontribusi 20% terhadap total APBD.
5
 
Melihat fenomena yang ada, maka dapat diketahui bahwa penerimaan 
Daerah tentu sebagian besar dibiayai oleh Pemerintah Pusat. Hal-hal seperti ini 
bisa jadi diakibatkan oleh banyak hal, yang akan diteliti kedepannya untuk dapat 
mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan-permasalahan yang ada untuk 
kemudian di rancang strategi yang tepat berdasarkan analisis SWOT (Strength, 
Weakness, Opportunities, dan Threats) guna mencari solusi yang tepat bagi 
pemerintah maupun masyarakat. 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat di susun rumusan 
masalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana strategi Pemerintah Kabupaten Mamuju dalam meningkatkan 
Pendapatan Sektor Pajak guna pelaksanaan pembangunan daerah? 
2. Faktor-faktor apa yang mendorong dan menghambat peningkatan 
Pendapatan Asli Daerah Sektor Pajak di Kabupaten Mamuju? 
                                                          
5Cherlini, “Strategi dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bangka 
Tengah”,Tesis (Jakarta: Universitas Terbuka) h. 7. 
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3. Bagaimana upaya yang di lakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju 
dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Sektor Pajak guna 
pelaksanaan Pembangunan Daerah? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah: 
1. Mengetahui dan menganalisis strategi Pemerintah Kabupaten Mamuju 
dalam meningkatkan Pendapatan Sektor Pajak guna pelaksanaan 
pembangunan daerah. 
2. Mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mendorong dan 
menghambat peningkatan Pendapatan Asli Daerah Sektor Pajak di 
Kabupaten Mamuju. 
3. Mengetahui dan menganalisis upaya yang di lakukan Pemerintah Daerah 
Kabupaten Mamuju dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Sektor 
Pajak guna pelaksanaan Pembangunan Daerah. 
 
D. Manfaat Penelitian 
Manfaat dari penelitian ini adalah: 
1. Manfaat teoritis 
Diharapkan dapat menjelaskan peran Pemerintah Daerah terhadap 
pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Sektor Pajak dalam pelaksanaan 
pembangunan daerah. 
2. Manfaat praktis 
Bagi pemerintah Kabupaten Mamuju, hasil penelitian ini diharapkan 
dapat: 
10 
 
a) Memberikan sumbangan pemikiran mengenai peningkatan pendapatan asli 
daerah sektor pajak di Kabupaten Mamuju. 
b) Menjadi bahan masukan dalam perencanaan peningkatan pendapatan asli 
daerah sektor pajak. 
c) Diharapkan sebagai referensi bagi peneliti lain yang ingin mengkaji yang 
relevan. 
 
E. Penelitian Terdahulu 
1. Uly Suliswati (2013) dengan judul Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak 
Daerah Kabupaten Jember dengan menggunakan metode deskriptif 
kuantitatif. Penelitian ini membahas mengenai kontribusi pajak daerah 
terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Jember dan strategi 
peningkatan penerimaan pajak daerah Kabupaten Jember, dengan 
perhitungan yang diukur dengan menggunakan tiga analisis yakni analisis 
kontribusi, AHP, dan SWOT. Kesimpulan penelitian ini yaitu sesuai 
dengan hasil analisis AHP maka strategi yang dapat diprioritaskan dalam 
peningkatan penerimaan pajak daerah yaitu meningkatkan sumber daya 
manusia. Peningkatan sumber daya manusia sebaiknya dilakukan pada dua 
sisi pada aparatur pajak daerah dan wajib pajak agar terjadi keseimbangan. 
2. Tri Setyaningsih (2009). Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah 
Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Tentang Strategi 
Peningkatan Penerimaan Sektor Pajak Di Kabupaten Sleman), dengan 
metode penelitian hukum sosiologis atau empiris yang mencakup 
penelitian terhadap identifikasi hukum tidak tertulis, serta proses interaksi 
sosiologis masyarakat dalam penerapan hukum. Penelitian ini mengkaji 
11 
 
tentang strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dalam 
meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Pajak, serta faktor-
faktor yang mendukung dan menghambat peningkatan pendapatan asli 
daerah sektor pajak di Kabupaten Sleman dengan bahan hukum primer 
yakni perundang-undangan yang berlaku. Kesimpulannya, strategi 
meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dilakukan oleh Badan Pengelola 
Keuangan dan Kekayaan Daerah melalui program intensifikasi dan 
ektensifikasi telah berjalan secara optimal. 
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F. Kerangka Konseptual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Faktor Internal Faktor Eksternal 
1. Peluang 
2. Ancaman 
1. Kekuatan 
2. Kelemahan 
Peningkatan Penerimaan 
Pajak Badan Pendapatan 
Daerah Kabupaten Mamuju 
Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak 
Daerah Kabupaten Mamuju dalam rangka 
Pelaksanaan Pembangunan Daerah 
Analisis SWOT 
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BAB II 
TINJAUAN TEORITIS 
 
A. Pemerintah Daerah 
Secara etimologi kata ‘pemerintah’ berarti badan atau organ elit yang 
melakukan pekerjaan mengurus suatu negara. Pemerintah sebagai aktor dominan 
bahkan aktor utama dalam penyelenggaraan pemerintahan.
5
 
Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah 
Daerah, yang dimaksud dengan pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan 
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah 
menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-
luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan republik Indonesia sebagaimana 
dimaksudkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
6
 
Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan daerah otonom.
7
 Kepala daerah di bantu oleh wakil kepala 
daerah.
8
 
Pemerintah Daerah meliputi Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan 
perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Berkaitan 
                                                          
5
Nurman, “Strategi Pembangunan Daerah” (Jakarta: Rajawali Pers, 2015) h. 55. 
6
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah, pasal 1 ayat 2. 
7
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah, pasal 1 ayat 3. 
8
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan 
Daerah, pasal 63 ayat 1. 
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dengan hal itu peran Pemerintah Daerah adalah segala sesuatu yang dilakukan 
dalam bentuk cara tindak baik dalam rangka melaksanakan otonomi daerah 
sebagai suatu hak, wewenang, dan kewajiban Pemerintah Daerah untuk mengatur 
dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
Fungsi Kepala Daerah menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 9 
Tahun 2015 adalah:  
a. Kepala Daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut 
asas otonomi dan tugas pembantuan.  
b. Menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang 
menjadi urusan pemerintahan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah.  
c. Kepala Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki 
hubungan pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah. Dimana 
hubungan tersebut meliputi wewenang, keuangan, pelayanan umum, 
pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya.  
 
B. Pembangunan Daerah 
Pembangunan ekonomi adalah pembangunan kemakuran ekonomi negara 
atau daerah guna kesejahteraan penduduknya.
9
 Pembangunan ekonomi merupakan 
istilah yang digunakan secara bergantian dengan pertumbuhan ekonomi, 
kesejahteraan ekonomi, dan kemajuan ekonomi. 
                                                          
9Nurul Huda, dkk, “Ekonomi Pembangunan Islam”, (Jakarta: Kencana Prenadamedia 
Group, 2017) h. 1. 
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Pelaksanaan pembangunan daerah memerlukan strategi yang baik dan 
tepat agar dapat menghasilkan pencapaian tujuan secara tepat dan terarah 
sehingga tujuan pembangunan dapat dicapai secara efektif dan efisien. Penetapan 
strategi pembangunan daerah dirumuskan dengan memperhatikan kondisi umum 
dan potensi yang dimiliki suatu daerah. 
Penyusunan perencanaan pembangunan daerah selalu di mulai dengan 
analisis daerah yang bersangkutan. Analisis ini sangat penting artinya untuk dapat 
mengetahui secara jelas kondisi objektif yang terdapat pada daerah yang 
selanjutnya akan dijadikan sebagai landasan utama untuk menyusun strategi ke 
depan secara realistis.
10
 
Analisis tentang kondisi umum daerah biasanya meliputi aspek geografis, 
sumber daya alam, agama dan budaya, penduduk dan sumber daya manusia, 
potensi ekonomi daerah, hukum dan pemerintahan, dan lain-lainnya. Aspek-aspek 
tersebut saling mempengaruhi dan berpotensi dalam pembangunan suatu daerah.  
Pada penelitian ini, fokus peneliti adalah pada PAD, khususnya Pajak 
Daerah. Pajak Daerah dan retribusi daerah merupakan sumber penerimaan 
terbesar, karena sebagian besarnya merupakan hak daerah. 
Jadi, aspek penting dalam perencanaan pembangunan daerah yang perlu 
diperhatikan adalah PAD. Optimalisasi pendapatan daerah ini yang mayoritas 
berasal dari Pajak Daerah sangat diperlukan karena hasil dari Pajak Daerah ini 
cukup kuat untuk membiayai pembangunan daerah. 
 
                                                          
10
Sjafrizal, “Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Era Otonomi”, (Jakarta: 
Rajawali Pers, 2015) h. 50 
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C. Pembangunan Daerah Perspektif Islam 
 Negara-negara dengan penduduk mayoritas Muslim memiliki sumber 
daya yang sangat berlimpah. Faktor-faktor produksi seharusnya sangat mampu 
dikuasai dan dikendalikan secara utuh, sehingga pemanfaatannya menjadi 
optimal. Namun, konsep pembangunan ekonomi yang di adopsi oleh negara-
negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) selama ini berasal dari teori yang 
dikembangkan oleh pihak yang tidak mengadopsi prinsip Islam. Sehingga, 
pembangunan di negara-negara OKI secara umum dikatakan kurang berhasil.
11
 
Faktor-faktor produksi kemudian tidak sepenuhnya mampu dikuasai 
negara-negara OKI sebagai tuan rumah. Justru sumber daya alam banyak dikuasai 
oleh asing, yang kemudian merambah pada penguasaan Sumber Daya Manusia 
(SDM), teknologi dan modal.
12
 
Melihat kondisi tersebut, maka dibutuhkan kondisi yang lebih mampu 
mengakomodir kebutuhan umat Muslim di seluruh dunia agar umat Muslim 
menjadi tuan rumah di negara sendiri. Pendekatan ini harus bersifat komprehensif 
dan holistik. Pendekatan ini adalah pendekatan ekonomi pembangunan syariah. 
Ekonomi pembangunan syariah adalah konsep yang mempelajari dan 
menganalisis proses pembangunan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, 
serta mengidentifikasi dan merekomendasikan kebijakan pembangunan 
berdasarkan al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah Saw. Beberapa konsep dasar yang 
                                                          
11
Irfan Syauqi Beik dan Laila Dwi Arsyianti, “Ekonomi Pembangunan Syariah”, 
(Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 7. 
12
Irfan Syauqi Beik dan Laila Dwi Arsyianti, “Ekonomi Pembangunan Syariah”, h. 7. 
17 
 
 
 
menjadi basis dalam ekonomi pembangunan syariah antara lain adalah sebagai 
berikut: 
1. Konsep tauhid, khilafah dan tazkiyah dalam pembangunan ekonomi. 
2. Aspek pembangunan: fisik materiil, moral spiritual. 
3. Fokus utama: manusia (subjek dan objek pembangunan) dan kesejahteraan 
sosial. 
4. Peran negara (role of the state). 
 
Konsep tauhid memegang peranan penting karena esensi dari segala 
sesuatu, termasuk aktivitas pembangunan ekonomi adalah didasarkan pada 
ketundukan pada aturan Allah Swt. Pembangunan ekonomi harus diarahkan 
kepada upaya untuk melaksanakan segala ketentuannya. 
Pendekatan konsep ekonomi pembangunan syariah juga bergantung pada 
kualitas sumber daya manusia. Kualitas SDM sangat menentukan tingkat 
keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara. Oleh karenanya, pembangunan 
SDM perlu mendapat perhatian. Esensi pembangunan sangat ditentukan oleh 
SDM yang dimiliki oleh suatu negara. 
Manusia dalam Islam memiliki dua tugas utama, yaitu sebagai ‘abdullah´ 
(hamba Allah) dan sebagai khalifatullah fil ard, yaitu wakil Allah di muka bumi 
yang bertugas untuk memakmurkannya. Keberhasilan manusia dalam 
menjalankan kedua tugasnya ini sangat bergantung pada jalan yang dipilihnya. 
Pilihan atas jalan tersebut akan mempengaruhi potensi mana yang dapat 
dioptimalkan. Allah Swt. berfirman dalam QS. asy-Syams/91: 7-10. 
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                                  
      
Artinya: 
Demi jiwa serta penyempurnaannya (ciptaan)nya, (7) Maka Allah 
mengilhamkan kepadanya (jalan) kejahatan dan ketakwaannya, (8) Sungguh 
beruntung orang yang menyucikannya (jiwa itu), (9) Dan sungguh rugi 
orang yang mengotorinya.
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Ayat tersebut menyatakan bahwa Allah Swt. telah memberikan manusia 
dengan dua potensi, yaitu potensi kebaikan (at-takwa) dan potensi keburukan (al-
fujuur). Potensi mana yang dominan bergantung pada jalan apa yang di tempuh 
manusia. Jika jalan tazkiyyah yang di ambil, maka manusia akan mampu 
mengoptimalkan potensi kebaikan yang dimiliknya. Sebaliknya, jika jalan yang 
dipilh adalah jalan dassiyah, maka yang akan dominan adalah potensi keburukan. 
Pembangunan adalah upaya mentransformasi kehidupan ke arah yang 
lebih baik dan lebih berkah. Hal tersebut terjadi apabila proses pembangunan 
dilakukan dalam kerangka jalan tazkiyyah, bukan jalan dassiyah. Kerangka jalan 
tazkiyyah ini adalah kerangka jalan yang didasarkan pada tiga prinsip utama, 
yaitu: keadilan, keseimbangan, dan ketundukan penuh terhadap aturan Allah Swt.  
Islam menegakkan hukum-hukumnya didasarkan atas landasan keadilan di 
antara manusia. Allah telah memerintahkan untuk berbuat adil dalam banyak ayat 
al-Qur’an. Allah berfirman dalam QS. An-Nahl/16: 90. 
                                                          
13
Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya  (Cet. II; Bandung: Diponegoro,  
2011 M), h. 595 
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                                   
              
Artinya: 
Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, 
memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan 
keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia Memberi pengajaran kepadamu 
agar kamu dapat mengambil pelajaran.
14
 
 
Melalui konsep jalan tazkiyyah ini, maka fokus utama pembangunan tidak 
hanya diarahkan pada hal-hal yang bersifat fisik material semata, melainkan juga 
dikaitkan dengan moral spiritual. Ukuran keberhasilan tidak hanya didasarkan 
pada ukuran materiil semata, namun juga ditentukan oleh kualitas moral yang ada.  
Jalan tazkiyyah dalam pembangunan ekonomi juga mensyaratkan adanya 
keseimbangan peran antara negara dengan masyarakat, antara state dengan civil 
society. Keduanya harus ditempatkan dalam perspektif yang saling mendukung 
dan proporsional, bukan dalam perspektif konflik. Inilah yang telah dicontohkan 
oleh Rasulullah Saw. dan Khulafaurrasyidin dalam kebijakan ekonomi yang 
diterapkan, yang kemudian melahirkan kesejahteraan sosial.
15
 
D. Pendapatan Asli Daerah 
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan 
Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara 
Pemerintah Pusat dan Daerah menetapkan bahwa penerimaan daerah dalam 
                                                          
14
Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 277. 
15
Irfan Syauqi Beik dan Laila Dwi Arsyianti, “Ekonomi Pembangunan Syariah”, h. 12-
17. 
20 
 
 
 
pelaksanaan desentraliasi terdiri atas pendapatan daerah dan pembiayaan. 
Pendapatan Daerah bersumber dari tiga kelompok sebagaimana di bawah ini.
16
 
a. PAD yaitu pendapatan yang diperoleh daerah dan di pungut berdasarkan 
peraturan perundang-undangan. 
b. Dana perimbangan, yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBD yang 
dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka 
pelaksanaan desentralisasi. Besarnya jumlah dana perimbangan ini ditetapkan 
setiap tahun anggaran dalam APBN.
17
 Dana perimbangan ini terdiri dari: 
1. Bagian daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan 
Hak atas Tanah dan Bangunan, dan penerimaan dari Sumber Daya Alam; 
2. Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN, yang 
dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan daerah untuk 
membiayai kebutuhan pengeluaran rangka pelaksanaan desentralisasi.  
3. Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang berasal dari APBN, yang 
dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan tertentu. 
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah, bersumber dari sisa lebih perhitungan 
anggaran daerah, penerimaan pinjaman daerah, dana cadangan daerah, dan 
hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan. 
 
Menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 bahwa PAD, adalah 
                                                          
16Marihot Pahala Siahaan, “Pajak Daerah dan Retribusi Daerah” (Jakarta: Rajawali Pers, 
2013) h. 14-15. 
17
Ahmad Yani, “Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di 
Indonesia”, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2004) h. 40. 
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pendapatan yang diperoleh daerah yang di pungut  berdasarkan peraturan daerah 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
18
 
Agar Pemerintahan daerah mempunyai urusan rumah tangganya sendiri, 
maka Pemerintah Daerah perlu meningkatkan pendapatan daerahnya melalui 
pemberdayaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta PAD yang berasal dari 
pajak, retribusi, dan lain-lain.
19
 
PAD terdiri dari pajak, retribusi, hasil perusahaan milik daerah dan hasil 
pengelolaan kekayaan daerah seperti laba, dividen dan penjualan saham milik 
daerah serta pinjaman dan PAD yang sah seperti hasil penjualan aset tetap dan 
jasa giro.
20
 
PAD menurut Undang-undang No 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan 
Kekuasaan Antara Pusat Dan Pemerintahan Daerah Pasal 6 Ayat (1) PAD 
bersumber dari: Pajak Daerah, Retribusi daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan 
Daerah yang di pisahkan, dan Lain-lain PAD yang sah.
21
 
Penjelasan lebih lanjut dari sumber-sumber PAD adalah sebagai berikut:  
 
1. Pajak Daerah 
Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang 
(yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang 
                                                          
18Narnia, dkk, “Analisis Kontribusi Pajak Parkir Terhadap PAD Kota Palembang”, 
Laporan Hasil Penelitian (Palembang: STIE MDP, 2012) h. 3. 
19D. Rianto Nugroho, “Otonomi Daerah” (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000) h. 65   
20HAW. Widjaja, “Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia dalam Rangka Sosialisasi UU 
No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah” (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2007) h. 78. 
21
Tri Setyaningsih, “Strategi Peningkatan PAD Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi 
Daerah  (Studi Tentang Strategi Peningkatan Penerimaan Sektor Pajak di Kabupaten Sleman)”, 
Skripsi (Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah, 2010) h. 19 
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langsung dapat ditunjukkan dan dapat digunakan untuk membayar pengeluaran 
umum.
22
 
Pajak dapat diartikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang 
terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan 
undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan 
digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
23
 
Unsur-unsur pajak antara lain: 
a. Iuran dari rakyat kepada negara. Yang berhak memungut pajak hanyalah 
negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang). 
b. Berdasarkan undang-undang. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan 
kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanannya. 
c. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat 
ditunjuk. Pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi 
individual oleh pemerintah. 
d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-
pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas. 
 
Ada dua fungsi pajak, yaitu:
24
 
a. Fungsi budgetair, yaitu pajak sebagai sumber dana pemerintah untuk 
membiayai pengeluaran-pengeluarannya. 
                                                          
22Mardiasmo, “Perpajakan”, (Yogyakarta: Andi Offset, 2009) h. 1. 
23
Irwansyah Lubis, “Kreatif Gali Sumber Pajak tanpa Bebani Rakyat”, (Jakarta: PT Elex 
Media Komputindo, 2011) h. 9-10. 
24Mardiasmo, “Perpajakan”, (Yogyakarta: Andi Offset, 2009) h. 1-2. 
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b. Fungsi mengatur (regulerend), yaitu pajak sebagai alat untuk mengatur atau 
melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. 
 
Jenis-jenis pajak dibedakan menjadi tiga kelompok,
25
 yaitu: 
a. Menurut golongannya: 
1.  Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak 
dan tidak dapat dibebankan atau diimpahkan kepada orang lain. Contoh: 
Pajak Penghasilan. 
2. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan 
atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai. 
b. Menurut sifatnya: 
1. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada 
subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: 
Pajak Penghasilan. 
2. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa 
memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Pertambahan 
Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. 
 
c. Menurut Lembaga pemungutannya 
1. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan 
digunakan untuk membiayai tumah tangga negara. Contoh: Pajak 
Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang 
Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai. 
                                                          
25Mardiasmo, “Perpajakan”, (Yogyakarta: Andi Offset, 2009) h. 5-6 
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2. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dn 
digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak Daerah terdiri 
atas: Pajak Propinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. 
 
Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau 
badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat 
dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang 
digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan 
pembangunan daerah.
26
 
Definisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan Peraturan 
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 bahwa Pajak Daerah adalah iuran wajib yang 
dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung 
yang seimbang, yang dapat dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah.
27
  
Pajak Daerah, sebagai salah satu sumber PAD diharapkan menjadi salah 
satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan 
daerah, untuk meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan 
demikian, daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mampu mengatur dan 
mengurus rumah tangganya sendiri. 
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Ahmad Yani, “Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di 
Indonesia”, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2004) h. 45. 
27
Deddy Supriady Bratakusumah, “Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah” 
(Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002) h. 265.   
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Pajak Daerah terdiri dari dua sumber, yaitu pajak Provinsi dan pajak 
Kabupaten/Kota.
28
 Pajak Provinsi terdiri atas 5 jenis pajak, diantaranya yaitu 
Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar 
Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok. 
Sedangkan Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas 9 jenis pajak, yaitu Pajak Hotel, 
Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak 
Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang 
Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), 
dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
29
 
 
a. Jenis Pajak Daerah 
Penelitian ini terkhusus pada Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten 
Mamuju, di mana pajak yang di kelola oleh Pemerintah Kabupaten Mamuju 
terdiri dari 9 (sembilan) jenis pajak, diantaranya adalah Pajak Hotel, Pajak 
Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Air 
Bawah Tanah, Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan, Pajak Bumi dan 
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), dan Bea Perolehan Hak Atas 
Tanah dan Bangunan (BPHTB). 
Jenis-jenis Pajak Daerah Kabupaten Mamuju terdiri dari: 
1. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel 
adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa 
                                                          
28
Marihot Pahala Siahaan, “Pajak Daerah dan Retribusi Daerah” (Jakarta: Rajawali Pers, 
2013) h. 64. 
29Marihot Pahala Siahaan, “Pajak Daerah dan Retribusi Daerah” (Jakarta: Rajawali Pers, 
2013) h. 64-65. 
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terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, 
losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggarahan, rumah 
penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih 
dari sepuluh. 
2. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. 
Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan atau minuman dengan 
dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, 
warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.  
3. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Sedangkan 
yang dimaksud dengan hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, 
permainan, dan atau keramaian yang dinikmati dengan di pungut bayaran. 
4. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Sedangkan 
yang dimaksud dengan reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media 
yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial 
memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik 
perhatian umum terhadap suatu barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat 
dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan atau dinikmati oleh umum. 
5. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik 
yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Penerangan 
jalan adalah penggunaan tenaga listrik untuk menerangi jalan umum yang 
rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah. 
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan 
pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di 
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dalam dan atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Sedangkan yang 
dimaksud dengan mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud 
di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara. 
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan merupakan pengganti dari Pajak 
Pengambilan Bahan Galian Golongan C yang semula diatur dalam 
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 dan Undung-Undung Nomor 34 
Tahun 2000. 
7. Pajak Air Bawah Tanah adalah pajak atas pengambilan dan atau 
pemanfaatan air tanah. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan 
tanah atau batuan di bawah permukaan tanah. 
8. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah 
pajak atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau 
dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang 
digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan 
pertambangan. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan 
perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota. Sedangkan yang 
dimaksud dengan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau 
dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan pedalaman dan atau 
laut. 
9. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah pajak atas 
perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Yang dimaksud dengan 
perolehan hak atas tanah dan atau bangunan adalah perbuatan atau 
peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan 
28 
 
 
 
atau bangunan oleh orang pribadi atau badan. Adapun yang dimaksud 
dengan hak atas tanah dan atau bangunan adalah hak atas tanah, termasuk 
hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud 
dalam undang-undang di bidang pertahanan dan bangunan. 
 
b. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah Kabupaten Mamuju 
 Subjek pajak dan wajib pajak Daerah Kabupaten Mamuju adalah sebagai 
berikut:  
1. Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan 
pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel, 
atau konsumen yang menikmati dan membayar pelayanan hotel. Wajib 
pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel, yaitu 
orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam lingkungan 
perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha di bidang jasa penginapan. 
2. Subjek Pajak Restoran adalah konsumen yang membeli makanan dan atau 
minuman dari restoran. Wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan 
yang mengusahakan restoran, yaitu orang pribadi atau badan dalam bentuk 
apa pun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan 
usaha di bidang rumah makan. 
3. Subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati 
hiburan. Sedangkan wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang 
menyelenggarakan hiburan. 
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4. Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang 
mengguanakan reklame, sedangkan wajib pajaknya adalah orang pribadi 
atau badan yang menyelenggarakan reklame. 
5. Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau badan yang dapat 
mengguanakan tenaga listrik. Yang menjadi wajib pajaknya adalah orang 
pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik. 
6. Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau 
badan yang yang dapat mengambil mineral bukan logam dan batuan. 
Wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang yang mengambil 
mineral bukan logam dan batuan. 
7. Subjek pajak pada pengenaan Pajak Air Bawah Tanah adalah orang 
pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan atau pemanfaatan air 
tanah. Wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang melakukan 
pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah. 
8. Subjek Pajak dan wajib pajak atas pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan 
(PBB) Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang 
secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan atau memperoleh 
manfaat atas bumi, dan atau memiliki, menguasai, dan atau memperoleh 
manfaat atas bangunan.  
9. Subjek pajak dan objek pada pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah 
dan Bangunan (BPHTB) berada pada diri orang atau baan yang sama, 
yaitu orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan atau 
bangunan. 
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c. Objek Pajak Daerah 
Objek pajak daerah Kabupaten Mamuju adalah: 
1. Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan 
pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang 
sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas 
olahraga dan hiburan. 
2. Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. 
3. Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan 
dipungut bayaran. 
4. Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame. 
5. Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang 
dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain. 
6. Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan 
pengambilan mineral bukan logam dan batuan. 
7. Objek Pajak Air Bawah Tanah adalah pengambilan dan atau pemanfaatan 
air tanah. 
8. Objek pajak PBB-P2 adalah bumi atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, 
dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan 
yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan 
pertambangan. 
9. Objek Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Adalah 
Perolehan Hak Atas Tanah dan Atau Bangunan.  
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d. Tarif Pajak Daerah 
Tarif Pajak Daerah berdasarkan peraturan Daerah Kabupaten Mamuju 
adalah sebagai berikut: 
1. Tarif Pajak Hotel adalah 10%. 
2. Tarif Pajak Restoran adalah 10% 
3. Tarif Pajak Hiburan bervariasi. Untuk karaoke 75%, pagelaran seni 25%, 
dan untuk tempat wisata sebesar 20%. 
4. Tarif Pajak Reklame adalah 25%. 
5. Tarif Pajak Penerangan Jalan adalah 10%. 
6. Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah 20%. 
7. Tarif Pajak Air Tanah adalah 10%. 
8. Tarif Pajak PBB-P2 terbagi atas 2 (dua). Untuk Nilai Jual Objek Pajak 
(NJOP) sampai dengan 1 (satu) milyar rupiah dikenakan tarif sebesar 
0,10%. Untuk NJOP lebih besar dari 1 (satu) milyar rupiah dikenakan tarif 
sebesar 0,20%. 
9. Tarif Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Adalah Perolehan Hak 
Atas Tanah dan Atau Bangunan adalah 5%. 
2. Retribusi Daerah 
Retribusi adalah pungutan oleh pejabat retribusi kepada Wajib Retribusi 
yang bersifat memaksa dengan tegenprestatie secara langsung dan dapat 
dipaksakan penagihannya. Sarana hukum yang digunakan untuk memaksakan 
penagihan retribusi tidak berbeda dengan pajak, berupa sanksi administrasi 
maupun sanksi kepidanaan. Retribusi dalam Pasal 23A Undang-Undang Dasar 
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1945 merupakan bagian dari “pungutan yang bersifat memaksa” yang dibutuhkan 
oleh Negara karena itu diatur dengan undang-undang.
30
 
Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau 
pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh 
Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
31
 
Yang dimaksud dengan retribusi adalah iuran dari masyarakat tertentu 
(individu yang bersangkutan) yang ditetapkan berdasarkan peraturan pemerintah 
yang prestasinya ditunjuk secara langsung. Dengan kata lain yang lebih 
sederhana, retribusi adalah pungutan yang dibebankan kepada seseorang karena 
telah menikmati jasa secara langsung.
32
 
Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembiayaan atas jasa 
atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh 
Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
33
 
Retribusi daerah sebagaimana halnya Pajak Daerah merupakan salah satu 
PAD diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan 
pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan memeratakan 
kesejahteraan masyarakat. Daerah kabupaten/kota diberi peluang dalam menggali 
potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis retribusi selain 
                                                          
30Muhammad Djafar Saidi, “Pembaruan Hukum Pajak”, (Jakarta: PT. Raja Grafindo 
Persada, 2007) h. 25-26. 
31Gusfahmi, “Pajak Menurut Syariah” (Jakarta: Rajawali Pers, 2011) h. 3. 
32Ibnu Syamsi, “Dasar-Dasar Kebijakan Keuangan Negara”, (Jakarta:  PT Rineka Cipta, 
1994) h. 221. 
33Mardiasmo, “Perpajakan”, (Yogyakarta: Andi Offset, 2009) h. 55. 
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yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan 
sesuai dengan aspirasi masyarakat. 
Berdasarkan pengertian ini, terkandung pula pemaknaan bahwa pelayanan 
yang menjadi obyek retribusi adalah pelayanan yang langsung dinikmati oleh 
anggota masyarakat (orang pribadi atau badan). Dengan demikian karakter 
retribusi daerah adalah: 
a. Pungutan oleh Pemerintah Daerah terhadap anggota masyarakat; 
b. Pemerintah Daerah memberikan pelayanan berupa barang/jasa yang  memberi 
keuntungan kepada anggota masyarakat yang membayar pungutan. 
 
Pasal 108 ayat (1)  Undang  Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah menentukan bahwa objek retribusi adalah Jasa 
Umum, Jasa Usaha, dan Perizinan tertentu. 
Penjelasan lebih lanjut mengenai retribusi daerah yaitu: 
 
a. Retribusi Jasa Umum 
Retribusi jasa umum, adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau  
diberikan oleh Pemerintah Daerah, untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan 
umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan. 
1. Jenis Retribusi Jasa Umum 
Lebih lanjut dalam  Pasal 110 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 
2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menentukan bahwa Jenis 
Retribusi Jasa Umum adalah: 
a. Retribusi Pelayanan Kesehatan 
34 
 
 
 
b. Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan 
c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta  
d. Catatan Sipil 
e. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat 
f. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 
g. Retribusi Pelayanan Pasar 
h. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 
i. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran 
j. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta 
k. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus 
l. Retribusi Pengolahan Limbah Cair 
m. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang 
n. Retribusi Pelayanan Pendidikan 
o. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi 
 
2. Subjek dan Wajib Retribusi Jasa Umum 
Subjek retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan yang 
mengunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan. Sedangkan 
yang menjadi wajib retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan yang 
menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk 
melakukan pembayaran retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran 
retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa usaha.
34
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b. Retribusi Jasa Usaha 
Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang diberikan oleh 
Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya 
dapat pula disediakan oleh sektor swasta.  
 
1. Jenis Retribusi Jasa Usaha 
a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 
b. Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan 
c. Retribusi Tempat Pelelangan 
d. Retribusi Terminal 
e. Retribusi Tempat Khusus Parkir 
f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggarahan/Villa 
g. Retribusi Rumah Potong Hewan 
h. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan 
i. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga 
j. Retribusi Penyeberangan di Air 
k. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah 
 
 
 
2. Subjek dan Wajib Retribusi Jasa Usaha 
Subjek retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan 
menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang  bersangkutan. Wajib 
retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan 
36 
 
 
 
peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran 
retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa usaha. 
 
c. Retribusi Perizinan Tertentu 
Retribusi perijinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu 
Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian ijin kepada orang pribadi atau badan 
yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan 
atas kegiatan kemanfaatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, 
barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan 
umum dan menjaga kelestarian lingkungan. 
Fungsi utama jasa perizinan dimaksudkan untuk mengadakan pembinaan, 
pengaturan, dan pengendalian dan pengawasan, pada dasarnya pemberian izin 
oleh Pemerintah Daerah adalah untuk melindungi kepentingan dan ketertiban 
umum dan tidak harus dipungut retribusi. 
1. Jenis Retribusi Perizinan Tertentu 
a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan. 
b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol 
c. Retribusi Izin Gangguan 
d. Retribusi Izin Trayek 
e. Retribusi Izin Usaha Perikanan 
2. Subjek dan Wajib Retribusi Perizinan Tertentu 
Subjek retribusi perizinan tertentu adalah orang pribadi atau badan yang 
memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Daerah. Sedangkan yang menjadi wajib 
retribusi perizinan tertentu adalah orang pribadi atau badan yang menurut 
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ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan 
pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi perizinan 
tertentu.
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3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 
Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan antara lain terdiri dari 
bagian laba dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang terdiri dari laba Bank 
Pembangunan Daerah dan bagian laba BUMD lainnya. Tujuan pembentukan 
perusahaan daerah adalah untuk mengembangkan perekonomian daerah dan 
menambah penghasilan daerah. Bidang usaha BUMD mencakup berbagai aspek 
pelayanan dengan mengutamakan pemberian jasa kepada masyarakat, 
menyelenggarakan kemanfaatan umum dan memberikan sumbangan bagi 
ekonomi daerah yang keseluruhannya harus dilaksanakan berdasarkan asas-asas 
ekonomi perusahaan yang sehat. Dalam pasal 25 UU No. 25 tahun 1962 
tercantum penggunaan laba bersih hasil perusahaan daerah yang perinciannya 
sebagai berikut: 
a. Bagi perusahaan daerah yang modalnya untuk seluruhnya dari kekayaan 
daerah  yang dipisahkan: 
1. Untuk pembangunan daerah sebesar 30%. 
2. Untuk anggaran pendapatan daerah sebesar 25%. 
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3. Untuk cadangan umum, sosial dan pendidikan, jasa produksi, sumbangan 
dana pensiun dan sokongan yang besarnya masing-masing daerah  
berjumlah 45%. 
b. Bagi perusahaan daerah yang modalnya sebagian terdiri dari kekayaan daerah 
dipisahkan setelah dikeluarkan zakat yang dipandang perlu: 
1. Untuk dana pembangunan sebesar 8% dan untuk anggaran sebesar 7%. 
2. Untuk pemegang saham 40% dibagi menurut perbandingan nilai nominal 
dari saham-saham. 
3. Untuk cadangan umum, sosial dan pendidikan, jasa produksi, sumbangan 
dana pensiun dan yang besarnya masing-masing ditentukan dalam 
peraturan daerah berjumlah 45%. 
 
4. Lain-lain PAD yang Sah 
Lain-lain PAD yang sah adalah PAD selain Pajak Daerah, retribusi daerah, 
dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan. Lain-lain PAD yang sah 
menurut Undang-undang No.33 Tahun 2004 terdiri dari: 
a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan. 
b. Jasa giro. 
c. Pendapatan bunga. 
d. Keuntungan selisih nilai tukar terhadap mata uang asing. 
e. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan atau 
pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.  
E. Pajak Menurut Syariah 
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Pajak merupakan sumber pendapatan negara terbesar di Indonesia. 
Menurut data Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2010, 
peranan Penerimaan Perpajakan sudah mencapai 80% dari Penerimaan Dalam 
Negeri.
36
 Pada terjemahan al-Qur’an ditemukan satu kali kata Pajak yaitu pada 
QS. At-Taubah/9: 29. 
                                
                    
       
Artinya: 
Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) 
kepada hari Kemudian, mereka yang tidak mengharamkan apa yang 
Diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan mereka yang tidak beragama 
dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang 
diberikan Kitab, hingga mereka membayar jizyah (pajak) dengan patuh 
sedang mereka dalam keadaan tunduk.
37
 
 
Kata jizyah pada terjemahan tersebut diterjemahkan sebagai pajak. Namun 
menurut Sistem Ekonomi Islam, padanan kata yang tepat untuk pajak adalah 
bukan jizyah, karena jizyah artinya kehinaan. Menurut khalifah Umar bin Khattab, 
sungguh tidak pantas kaum Muslim di pungut dengan kehinaan karena segala 
aktifitas Muslim yang mengikuti perintah Allah Swt. termasuk dalam nilai ibadah 
yang berarti kemuliaan. Jizyah lebih tepat diterjemahkan sebagai “upeti”, sebab 
pajak lebih tepat disebut dharibah. 
 
1. Pengertian Pajak Menurut Syariah 
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Secara etimologi, pajak dalam bahasa Arab disebut dengan istilah 
dharibah, yang berasal dari kata dasar ابرض , برضي , برض  (dharaba, yadhribu, 
dharban) yang artinya: mewajibkan, menetapkan, menetukan, memukul, 
menerangkan atau membebankan, dan lain-lain.
38
 
Secara bahasa atau tradisi, dharibah dalam penggunaannya memang 
mempunyai banyak arti, namun para ulama dominan memakai ungkapan dharibah 
untuk menyebut harta yang dipungut sebagai kewajiban. 
Dengan mengambil istilah dharibah sebagai padanan pajak dimaksudkan 
untuk menunjukkan bahwa pajak itu sesungguhnya adalah beban tambahan yang 
ditimpakan kepada kaum Muslim setelah adanya beban pertama, yaitu zakat. 
Adapun definisi pajak menurut para ulama, yaitu Yusuf Qardhawi dalam 
kitabnya Fiqh az-Zakah, dan Abdul Qadim Zallum dalam kitabnya Al-Amwal fi 
Daulah al-Khilafah, ringkasannya sebagai berikut: 
 
a. Yusuf Qardhawi berpendapat: 
Pajak adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap Wajib Pajak, yang harus 
disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi 
kembali dari negara, dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran 
umum di satu pihak dan untuk merealisasi sebagian tujuan ekonomi, sosial, 
politik, dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh negara.
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b. Abdul Qadim Zallum berpendapat: 
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Yusuf Qardhawi, Fiquz Zakah, Muassasat ar-Risalah, Beirut, Libanon, Cet. II, 1973, 
Terj. oleh Salman Harun (jilid I), Didin Hafidhuddin dan Hasanuddin (jilid II), Hukum Zakat, 
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Pajak adalah harta yang diwajibkan Allah Swt. kepada kaum Muslim untuk 
membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang 
diwajibkan atas mereka, pada kondisi Baitul Mal tidak ada uang/harta.
40
  
 
 Prinsip-prinsip penerimaan negara menurut sistem Ekonomi Islam, yaitu 
harus memenuhi empat unsur: 
1. Harus adanya nash (Al-Qur’an atau Hadis) yang memerintahkan setiap 
sumber pendapatan dan pemungutannya. 
2. Adanya pemisahan sumber penerimaan dari kaum Muslim dan non-
Muslim. 
3. Sistem pemungutan zakat dan pajak harus menjamin bahwa hanya 
golongan kaya dan golongan makmur yang mempunyai kelebihan saja 
yang memikul beban utama. 
4. Adanya tuntutan kemaslahatan umum. 
 
Definisi di atas menjelaskan bahwa pajak adalah kewajiban yang datang 
secara temporer, diwajibkan oleh Ulil Amri sebagai kewajiban tambahan sesudah 
zakat (jadi dharibah bukan zakat), dan hasilnya harus digunakan untuk 
kepentingan mereka (kaum Muslim), bukan untuk kepentingan umum. 
 
2. Karakteristik Pajak (Dharibah) Menurut Syariat 
Ada beberapa ketentuan tentang pajak (dharibah) menurut Syariat Islam, 
yang sekaligus membedakannya dengan pajak dalam sistem kapitalis (non-Islam), 
yaitu:
41
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a. Pajak (dharibah) bersifat temporer, tidak bersifat kontinu, hanya boleh 
dipungut ketika di baituk mal tidak ada harta atau kurang. Ketika baitul mal 
sudah terisi kembali, maka kewajiban pajak bisa dihapuskan. Berbeda dengan 
zakat, yang tetap dipungut, sekalipun tidak ada lagi pihak yang membutuhkan 
(mustahik). Sedangkan pajak menurut non-Islam (tax) adalah abadi 
(selamanya). 
b. Pajak (dharibah) hanya boleh dipungut untuk pembiayaan yang merupakan 
kewajiban bagi kaum muslim dan sebatas jumlah yang diperlukan untuk 
pembiayaan wajib tersebut, tidak boleh lebih. Sedangkan pajak pajak menurut 
non-Islam (tax) ditujukan untuk seluruh warga tanpa membedakan agama. 
c. Pajak (dharibah) hanya dipungut dari kaum Muslim, tidak dipungut dari 
kaum non-Muslim. Sedangkan teori pajak konvensional tidak membedakan 
muslim dan non-muslim dengan alasan tidak boleh diskriminasi. 
d. Pajak (dharibah) hanya dipungut dari kaum muslim yang kaya, tidak 
dipungut dari selainnya. Sedangkan pajak dalam perspektif konvensional, 
kadangkala juga dipungut atas orang miskin, seperti PBB (Pajak Bumi dan 
Bangunan). 
e. Pajak (dharibah) hanya dipungut sesuai dengan jumlah pembiayaan yang 
diperlukan, tidak boleh lebih. 
f. Pajak (dharibah) dapat dihapus bila sudah tidak diperlukan. Menurut teori 
pajak konvensional, tidak akan dihapus karena hanya itulah sumber 
pendapatan. 
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3. Pendapatan dan Pengeluaran Negara pada Masa Rasulullah Saw. 
Pada awal pemerintahan Rasulullah di Madinah (623 M) atau tahun                
1 Hijriyah, pendapatan dan pengeluaran negara hampir tidak ada. Rasulullah 
sendiri sebagai kepala negara, pemimpin di bidang hukum, pemimpin dan 
penanggung jawab dari keseluruhan administrasi. Rasulullah tidak mendapat gaji 
sedikitpun, kecuali hadiah kecil yang umumnya berupa bahan makanan. 
Pada waktu perang badar di tahun 2 Hijriyah, sejak iu negara 
memmpunyai pendapatan berupa harta rampasan perang (ghanimah) yang disebut 
dengan khums (seperlima), berupa kuda, unta, dan barang-barang bergerak lainnya 
yang didapatkan dalam peperangan.
42
 Harta ini di pungut berdasarkan firman 
Allah Swt. dalam QS. Al-Anfal/8: 41. 
                                          
                                       
             
Artinya: 
Dan ketahuilah, sesungguhnya yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, 
maka seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak yatim, orang 
miskin dan ibnu sabil, (demikian)  jika kamu beriman kepada Allah dan 
kepada apa yang Kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari 
Furqaan, yaitu pada hari bertemunya dua pasukan. Allah Maha Kuasa atas 
segala sesuatu.
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Selain dari khums, akibat peperangan tersebut juga diperoleh pendapatan 
baru berupa uang tebusan dari tawanan perang. Pendapatan negara lain berasal 
dari fay’i, yaitu harta peninggalan suku bangsa Yahudi, wakaf berupa tanah, 
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kharaj yaitu pajak atas tanah yang di pungut kepada non-Muslim, serta ‘ushr yaitu 
bea impor. 
Sumber pendapatan zakat dan ‘ushr (sedekah) walaupun sudah 
diundangkan sebagai pendapatan negara sejak tahun kedua Hijriyah, namun baru 
bisa di pungut sebagai zakat fitrah, kewajiban zakat mal masih bersifat sukarela. 
Efektif pelaksanaan zakat mal baru terwujud pada tahun kesembilan Hijriyah. 
Selain sumber-sumber pendapatan negara tersebut, terdapat beberapa 
sumber pendapatan sekunder. Pendapatan sekunder ini tidak tetap jumlahnya dan 
waktunya tergantung situasi. Diantaranya adalah, 1) Uang tebusan dari para 
tawanan perang; 2) Pinjaman-pinjaman setelah menaklukkan kota Makkah untuk 
pembebasan kaum muslimin; 3) Khums atau rikaz atau harta karun; 4) Amwal 
fadhla, berasal dari harta benda kaum muslimin yang meninggal tanpa ahli waris; 
5) Waqaf, yaitu benda bergerak atau tidak bergerak yang disediakan untuk 
kepentingan umum dan kesejahteraan umat. 6) Nawaib yaitu pajak khusus yang 
dibebankan kepada kaum muslimin yang kaya raya; 7) Zakat fitrah; dan 8) 
Bentuk lain sedekah seperti qurban dan kaffarat. Kaffarat adalah denda atas 
kesalahan yang dilakukan seorang muslim pada saat melakukan kegiatan ibadah, 
seperti berburu pada musim haji.
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4. Pendapat Ulama tentang Pajak 
Para ulama berbeda pendapat terkait apakah ada kewajiban kaum muslim 
atas harta selain zakat. Mayoritas para fuqaha berpendapat bahwa zakat adalah 
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satu-satunya kewajiban kaum muslim atas harta. Sedangkan sebagian yang lain 
menyatakan ada kewajiban lain atas harta selain zakat. 
Hadis-hadis yang dijadikan dalil menyatakan bahwa tidak ada kewajiban 
lain selain zakat adalah hadis yang bersumber dari para sahabat, seperti Thalhah 
ra., Abu Hurairah ra., dan lain lain sebagai berikut: 
 
 َع حنْب حدَّمَحمُ ينَِثَّدَح ينْب 
يدييعَس ينْب َيََْيَ ْنَع ٌبْيَهحو اَن َث َّدَح ٍم
يلْسحم حنْب حناَّفَع اَن َث َّدَح يمي
يحَّرلا يدْب
 َع حَّللَّا ىَّلَص َّ يبَِّنلا ىََتأ اًّييبَارَْعأ َّنَأحهْ نَع حَّللَّا َي يضَر َةَر ْيَرحه يبَِأ ْنَع َةَعْرحز يبَِأ ْنَع َناَّيَح َمَّلَسَو ِي ْيَل
 َّلحد َلاَق َف حمي
يقحتَو اًئ ْ يَش ِييب حكيرْشحت َلَ ََّللَّا حدحبْع َت َلَاق َةََّنْلْا حتْلَخَد ِح حتْل يمَع اَذيإ ٍلَمَع ىَلَع ينِ
ييَزأ َلَ يهيدَييب ي يسْف َن ييذَّلاَو َلَاق َناَضَمَر حموحصَتَو َةَضوحرْفَمْلا َةاَكَّزلا ي
ي دَؤح تَو ََةبوحتْكَمْلا َةَلََّصلا حد
 َف اَذَه ىَلَع يلْهَأ ْنيم ٍلحجَر َلَّيإ َرحظْن َي ْنَأ حهَّرَس ْنَم َمَّلَسَو ِي ْيَلَع حَّللَّا ىَّلَص ُّ يبَِّنلا َلَاق َّلََّو اَّمَل
اَذَه َلَّيإ ْرحظْن َيْل َف يةََّنْلْا  
Artinya: 
Telah menceritakan kepada saya Muhammad bin 'Abdur Rahim telah 
menceritakan kepada kami 'Affan bin Muslim telah menceritakan kepada 
kami Wuhaib dari Yahya bin Sa'id bin Hayyandari Abu Zur'ah dari Abu 
Hurairah radliallahu 'anhu; Ada seorang Arab Badui menemui Nabi 
Shallallahu 'alaihi wasallam lalu berkata,: "Tunjukkan kepadaku suatu amal 
yang bila aku kerjakan akan memasukkan aku ke dalam surga". Nabi 
Shallallahu'alaihi wasallam bersabda: "Kamu menyembah Allah dengan 
tidak menyekutukan-Nya dengan suatu apapun, kamu mendirikan shalat 
yang diwajibkan, kamu tunaikan zakat yang wajib, kamu mengerjakan 
shaum (puasa) bulan Ramadhan. Kemudian orang Badui itu berkata,: "Demi 
Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, aku tidak akan menambah dari 
perintah-perintah ini". Ketika hendak pergi, Nabi Shallallahu'alaihi 
wasallam bersabda: "Siapa yang berkeinginan melihat laki-laki penghuni 
surga maka hendaklah dia melihat orang ini". (HR. Bukhari)
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 ٍبْه رو نب ارنرث هد رح : رلارق ، ريَْ ريَ ُْنب ُ رلَ رم ْ رح ارنرث هد رح : رلارق ، ٍْلْ رس ِنْب ِد هم رحُم ُنْب 
ِ هللَّا ُدْب رع رنَ ر ربَْخَأ و رر ْ رعَ ُتْع ِ رسَ : رلارق ،
 رْنب ُ هللَّا هلَّ رص ِ هللَّا ُلوُس رر رلارق : رلارق ، رة ر ْي ررُه ِبَِأ ْن رع رة رْيْ رجُح نب نع ،حمسلا وب أ جارد نيثدح :ُلوُقر ي ِثِرا رْحلا
 هُث ،ا اما رر رح الًا رم رع ر رجَ ْن رم رو ،ِهيِف ركْيرلرع ا رم رْتي رضرق ْدرقرف ، رِلِا رم رة ركَرز رْتي هدَأ ا رذ
ِ
ا" : ر هلْ رس رو ِهْيرلرع َر ر َ  ْنُكري ْمر ل ،ِهِب رق هد
"هيلع ُه ُْصْ
ِ
ا رن ركَ رو ،ٌرْجَأ ِهيِف ُ رلَ 
Artinya: 
Dari Abu Hurairah ra. berkata bahwa Rasulullah SAW. bersabda: Apabila 
engkau menunaikan zakat untuk hartamu maka hak-hak (yang wajib) 
atasmu untuk harta itu telah ditunaikan. Siapa yang mengumpulkan harta 
yang diperoleh dengan cara yang haram lalu ia bersedekah dengannya maka 
ia tidak memperoleh apa-apa untuk sedekahnya itu bahkan mendapat 
keburukan (dosa). (HR. Ibn Hibban).
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Hadis-hadis di atas menyebutkan bahwa yang wajib ditunaikan atas harta 
adalah zakat, dan semua pemberian apa saja di samping zakat, termasuk kelompok 
sedekah. Inilah yang dijadikan dalil mayoritas para ulama yang menyatakan 
kewajiban kaum Muslim atas harta hanyalah zakat. 
Namun ada kaum Muslim lain sejak zaman sahabat sampai masa tabi’in 
berpendapat bahwa dalam harta kekayaan ada kewajiban lain selain zakat. 
Pendapat tersebut berasal dari Umar, Ali, Abu Dzar, A’isyah, Ibnu Umar, Abu 
Hurairah, Hasan bin Ali dan Fatimah binti Qais dari kalangan sahabat ra. Dalil-
dalil yang dikemukakan adalah sesuai QS. Al-Baqarah/2: 177. 
                                     
                                   
                                  
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                                    
         
Artinya: 
Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu 
kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada 
Allah, hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan 
memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, 
orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-
orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, 
mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati 
janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, 
penderitaan dan dalam peperangan. mereka Itulah orang-orang yang benar 
(imannya); dan mereka Itulah orang-orang yang bertakwa.
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Ayat ini menurut mereka merupakan alasan yang kuat, sebagai dalil 
mengenai adanya kewajiban atas harta zakat. Ayat itu telah menjadikan pemberian 
harta yang dicintai kepada kerabat, anak yatim, fakir miskin, musyafir, dan 
seterusnya, sebagai pokok dan unsur kebaikan. 
Ayat lain yang dijadikan dalil mengenai adanya kewajiban lain atas harta 
selain zakat adalah QS. Al-A’nam/6: 141. 
 
                          
                                        
             
Artinya: 
 Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak 
berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, 
zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama 
(rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia 
berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan 
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disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. 
Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.
48
 
 
Ibnu Hazm dalam kitabnya Al-Muhalla, tatkala dirinya ditanya: “Apakah 
hak yang diwajibkan pada ayat tersebut?” Beliau menjawab, Ya! Itulah kewajiban 
di luar zakat, yaitu sesuatu yang harus diberikan oleh pemilik hasil panen serlanya 
di waktu panen, tapi jumlahnya tidak dibatasi. 
Dua pendapat yang berlawanan antara kelompok yang menyatakan bahwa 
tidak ada kewajiban atas harta selain zakat dan kelompok yang berpendapat 
bahwa ada kewajiban lain atas harta selain zakat, menurut Yusuf Qardhawi, ada 
beberapa titik persamaan yang mereka setujui, yaitu: 
a. Bahwa ada hak orang tua yang membutuhkan, punya hak atas anaknya yang 
mampu. 
b. Pada dasarnya kerabat punya hak atas nafkah kerabatnya yang lain yam 
mampu (kaya). 
c. Adanya hak atas orang yang dalam keadaan terpaksa (darurat) harus 
memperoleh makanan, pakaian atau tempat tinggal. 
Para ulama tidak menentang bahwa kewajiban atas harta yang wajib 
adalah zakat, namun jika datang kondisi yang menghendaki adanya keperluan 
tambahan (darurah), maka akan ada kewajiban tambahan lain berupa pajak 
(dharibah). 
Pajak saat ini sudah merupakan kewajiban warga negara dalam sebuah 
sebuah negara Muslim, dengan alasan dana pemerintah tidak mencukupi untuk 
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membiayai “pengeluaran”, yang mana jika pengeluaran itu tidak dibiayai, maka 
akan muncul kemudharatan. Sedangkan mencegah kemudharatan adalah suatu 
kewajiban, agar tidak menimbulkan kerusakan. 
 Pajak tidak boleh dipungut secara paksa dan kekuasaan semata, melainkan 
karena adanya kewajiban kaum muslimin yang dipikulkan kepada negara, seperti 
memberi rasa aman, pengobatan dan pendidikan, dan sejenisnya. Negara 
berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan primer bagi rakyatnya, sebagaimana 
hadis Rasulullah Saw.: 
 ِمِلا رس ْنرع ، ُِّيرْه ُّزلا ِنِ ر ربَْخَأ : رلارق ٍبْي رعُش ْن رع ،ُةهيِقر ب ارنرث هد رح : رلارق رنا رْمثُع ُْنب ريَْ ريَ رنَ ر ربَْخَأ ْن رع ،ِالله ِدْب رع ِْنب
 :ُلوُقر ي ر هلْ رس رو ِهْيرلرع ُالله هلَّ رص هِبِهنلا رع ِ رسَ ُهه نَأ ، رر رُعَ ِْنب ِالله ِدْب رع« ٍعا رر ُما رم
ِ
ْلًا ،ِهِتهيِع رر ْن رع ٌلوُؤْس رم ٍعا رر ُُّكُ
 ِهِتهيِع رر ْن رع ٌلوُؤْس رم رو» 
 
Artinya: 
Dari Abdullah ibn Umar bahwasanya beliau mendengar Nabi SAW 
bersabda setiap pemelihara (pemimpin) akan diminta 
pertanggungjawabannya atas kepemimpinannya dan seorang Imam 
(khalifah) adalah pemelihara dan pengatur urusan (rkayat) dan akan dimintai 
pertanggungjawabannya terhadap rakyatnya. (HR al-Nasa’i)49 
 
Oleh sebab itu, pajak memang merupakan kewajiban warga negara dalam 
sebuah negara Islam, tetapi negara berkewajiban pula untuk memenuhi dua 
kondisi (syarat): 
1. Penerimaan hasil-hasil pajak harus dipandang sebagi amanah dan 
dibelanjakan secara jujur dan efisien untuk merealisasikan tujuan-tujuan 
pajak. 
2. Pemerintah harus mendistribusikan beban pajak secara merata di antara 
mereka yang wajib membayarnya. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Jenis Penelitian 
Model penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan 
suatu penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami 
oleh subjek penelitian misalnya pelaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain 
secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada 
suatu konteks khusus yang alamiah serta dengan memanfaatkan berbagai metode 
alamiah.
44
 
 
B. Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian tersebut dilaksanakan. 
Tujuan ditetapkannya lokasi penelitian agar diketahui dengan jelas objek 
penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menetapkan lokasi penelitian yang 
berkaitan dengan permasalahan yaitu pada Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) 
Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat.  
 
C. Sumber Data 
Penelitian ini menggunakan sumber data sebagai berikut: 
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1. Data primer, yaitu berbagai informasi dan keterangan yang diperoleh 
langsung dari sumbernya, yaitu para pihak yang dijadikan informan 
penelitian. Data primer merupakan data yang belum pernah dikumpulkan 
sebelumnya, baik dengan cara tertentu atau pada periode waktu tertentu. 
Guna menjawab permasalahan dalam penelitian ini, maka akan dipilih 
respoden yang terdiri dari: 
a. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju 
b. Kepala Pendaftaran dan Pendataan Dinas Pendapatan Daerah 
c. Kepala Bagian Seksi Pajak dan Retribusi 
d. Masyarakat sebagai wajib pajak. 
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh berdasarkan studi kepustakaan 
yaitu penelitian bahan pustaka, yang berkaitan dengan permasalahan yang 
diteliti sebagai bahan referensi untuk menujang keberhasilan penelitian. 
Data ini dapat diperoleh dari berbagai buku yang berisi teori kebijakan 
publik, teori implementasi kebijakan publik serta berbagai dokumen dan 
tulisan, dan juga data lainnya yang relevan dengan kebutuhan dan tujuan 
penelitian.  
 
D. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini 
menggunakan beberapa teknik, yaitu: 
1. Teknik Wawancara 
Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan percakapan 
kepada informan. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara 
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mendalam (in-depth interview). Wawancara mendalam adalah proses 
memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab 
sambil bertatap muka antara pewawancara dan informan atau orang yang 
diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (guide) 
wawancara, di mana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan 
sosial yang relatif lama. Dengan demikian, kekhasan wawancara mendalam 
adalah keterlibatannya dalam kehidupan informan.
45
 
2. Teknik Observasi 
Observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan 
mengguanakan pancaindera mata sebagai alat bantu utamanya selain 
pancaindera lainnya seperti telinga, penciuman, mulut, dan kulit. Karena itu, 
observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan 
pengamatannya melalui hasil kerja pancaindera mata serta dibantu dengan 
pamcaindera lainnya.
46
 Pada penelitian ini, peneliti mengguanakan teknik 
observasi partisipasi dalam melakukan penelitian.  
3. Dokumentasi 
Dokumentasi merupakan salah satu pengumpulan data sekunder. Studi 
dokumentasi dapat diartikan sebagai teknik pengumpulan data melalui 
bahan-bahan tertulis yang diterbitkan oleh lembaga penelitian, baik berupa 
prosedur, peraturan-peraturan, gambar, foto atau dokumen elektronik 
(rekaman). 
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E. Teknik Analisis Data 
Analisis data dilakukan secara induktif, yaitu mulai dari lapangan atau 
fakta empiris dengan cara terjun ke lapangan, mempelajari, menganalisis, 
menafsir dan menarik kesimpulan dari fenomena yang ada di lapangan. Analisis 
data di dalam penelitian kualitatif dilakukan bersamaan dengan proses 
pengumpulan data. Analisis data dalam penelitian kualitatif adalah model 
interaktif, yang terdiri dari komponen pokok berupa:  
1. Pengumpulan Data  
Peneliti mencatat semua data secara objektif dan apa adanya sesuai dengan 
hasil observasi dan wawancara di lapangan.  
2. Reduksi Data  
Yaitu memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus penelitian. Dimana 
reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, 
mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi.  
3. Penyajian Data  
Penyajian data berupa sekumpulan informasi yang telah tersusun yang 
memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. 
4. Penarikan kesimpulan atau Verifikasi  
Verifikasi dapat dilakukan dengan singkat yaitu dengan cara 
mengumpulkan data baru. Dalam pengambilan keputusan, didasarkan pada 
reduksi data dan penyajian data yang merupakan jawaban atas masalah yang 
diangkat dalam penelitian. 
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Keempat komponen tersebut saling mempengaruhi dan terkait. Pertama-
tama peneliti melakukan penelitian di lapangan dengan menggunakan wawancara 
atau observasi yang disebut tahap pengumpulan data. Karena data yang 
dikumpulkan banyak, maka diadakan reduksi data. Setelah di reduksi kemudian 
diadakan sajian data. Selain itu pengumpulan data juga digunakan untuk penyajian 
data. Apabila ketiga tahapan tersebut selesai dilakukan, maka diambil kesimpulan. 
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BAB IV 
 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
 
A. Gambaran Umum Kabupaten Mamuju 
1. Kondisi Geografis 
Provinsi Sulawesi Barat merupakan pemekaran dari Provinsi Sulawesi 
Selatan, kini telah menjadi provinsi ke-34 yang diresmikan sejak 5 Oktober 2004. 
Kondisi topografi Provinsi Sulawesi Barat terdiri dari laut, dataran rendah, dan 
dataran tinggi. Iklim di wilayah ini umumnya tropis. 
Mamuju adalah ibukota Provinsi Sulawesi Barat yang secara administratif 
terbagi menjadi 6 (enam) kabupaten, yaitu Polewali Mandar, Mamasa, Mamuju, 
Mamuju Utara, dan Mamuju Tengah. 
Kabupaten Mamuju terletak di Provinsi Sulawesi Barat pada posisi 10 38’ 
110’’ - 20 54’ 552’’ Lintang Selatan dan 110 54’ 47’’ – 130 5’ 35’’ Bujur Timur. 
Kabupaten Mamuju yang beribukota di Mamuju, berbatasan dengan Kabupaten 
Mamuju Tengah di sebelah utara dan Provinsi Sulawesi Selatan di sebelah timur, 
Kabupaten Majene, Kabupaten Mamasa dan Provinsi Sulawesi Selatan di sebelah 
selatan serta Selat Makassar di sebelah barat.
47
 
Kabupaten Mamuju memiliki luas wilayah 5.056,19 Km². Hampir seluruh 
kecamatan di Kabupaten Mamuju dilintasi oleh sungai dan dengan topografi 
pegunungan. Curah hujan tertinggi di Kabupaten Mamuju pada tahun 2016 terjadi 
pada bulan November yang tercatat sebesar 363,3 mm³ dengan rata-rata hari hujan 
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(Mamuju: Badan Pusat Statistik, 2017) h. 1. 
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sebanyak 12 hari. Sedangkan curah hujan terendah terjadi pada bulan Agustus 
sebesar 81,4 mm³ dengan jumlah rata-rata hari hujan adalah 5 hari. 
Sampai tahun 2016, Kabupaten Mamuju terdiri atas 11 (Sebelas) 
kecamatan, 88 (Delapan puluh delapan) desa dan 13 (Tiga belas) kelurahan. 
Kecamatan dengan jumlah desa/kelurahan terbanyak yaitu Kecamatan Tommo 
dan Kalukku dengan 14 (empat belas) desa/kelurahan. Sedangkan, kecamatan 
dengan jumlah desa/kelurahan paling sedikit yaitu Kecamatan Balabalakang 
dengan 2 (dua) desa.
48
 
 
2. Kependudukan 
Tabel 4.1 
Jumlah Penduduk menurut Kecamatan dan Luas Daerah (km²) Tahun 2016 
 
Kecamatan Luas Wilayah (km²) 
Jumlah Penduduk 
(Jiwa) 
Tapalang 283.31 20.372 
Tapalang Barat 131.72 10.189 
Mamuju 206.64 68.021 
Simboro 111.94 28.241 
Balabalakang 21.86 2.654 
Kalukku 470.26 58.577 
Papalang 197.60 23.939 
Sampaga 119.40 15.619 
Tommo 827.35 23.197 
Kalumpang 1731.99 11.860 
Bonehau 962.12 9.589 
Jumlah 5064.19 272.258 
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Mamuju (data di olah) 
Pada tahun 2016, jumlah penduduk di Kabupaten Mamuju sebanyak 
272.258 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki dan perempuan masing-masing 
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sebanyak 138.698 jiwa dan 133.560 jiwa. Kondisi ini menunjukkan perbandingan 
penduduk laki-laki dan perempuan (sex ratio) Kabupaten Mamuju sebesar 104 
yaitu untuk setiap 100 penduduk perempuan terdapat 104 penduduk laki-laki. 
Jumlah penduduk di Kabupaten Mamuju mengalami penambahan dari 2015 
sebanyak 6.458 jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2016 terjadi 
peningkatan penduduk sebesar 2,43 persen dari tahun 2015.  
Komposisi penduduk Kabupaten Mamuju tahun 2016 terdiri dari 60.713 
rumah tangga dengan rata-rata anggota rumah tangga sebanyak 5 orang. Rata-rata 
anggota rumah tangga ini tetap dari kondisi 2014-2016 yang sebanyak 5 orang. 
Adapun jumlah rumah tangga tahun 2014-2015 masing-masing sebanyak 57.534 
dan 59.346 rumah tangga.
49
 
Kepadatan penduduk pada tahun 2016 Kabupaten Mamuju mencapai 54 
jiwa per km². Kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi adalah 
Kecamatan Mamuju dengan kepadatan penduduk 329 jiwa per Km². Rasio jenis 
kelamin penduduk Kabupaten Mamuju di atas 100. Ini berarti jumlah penduduk 
laki-laki di Kabupaten Mamuju lebih banyak dari pada jumlah penduduk 
perempuan. Semua kecamatan memiliki angka rasio jenis kelamin di atas 100. 
Apabila di rinci menurut kelompok umur, terlihat jika penduduk yang 
memiliki usia produktif mengalami peningkatan dalam tiga tahun terakhir. Usia 
produktif artinya penduduk yang berada pada usia kerja, yaitu setelah berumur 15 
tahun ke atas. Lihat gambar 1 berikut: 
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Gambar 1 
Grafik Penduduk Usia Produktif Kabupaten Mamuju Tahun 2014-2016 
 
 
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Mamuju (data di olah) 
 
Berdasarkan gambar 1 di atas, diketahui bahwa selama tahun 2014-2016, 
jumlah penduduk yang produkif meningkat setiap tahun. Meningkatnya jumlah 
penduduk yang produktif menunjukkan jika terjadi penurunan angka beban 
tanggungan di Kabupaten Mamuju.  
Setiap pelaksanaan sensus penduduk, pencacahan dilakukan terhadap 
seluruh penduduk yang berdomisili di wilayah teritorial Indonesia termasuk warga 
negara asing kecuali anggota korps diplomatik negara sahabat beserta 
keluarganya.  
Tahun-tahun yang tidak dilaksanakan sensus penduduk, data 
kependudukan diperoleh dari hasil proyeksi penduduk. Proyeksi penduduk 
merupakan suatu perhitungan ilmiah yang didasarkan pada asumsi dari 
komponen-komponen perubahan penduduk, yaitu kelahiran, kematian, dan 
migrasi.  
Data penduduk tahun 2016 yang disajikan pada bab ini adalah angka 
estimasi penduduk yang di hitung berdasarkan proyeksi penduduk. Jumlah 
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penduduk Kabupaten Mamuju pada tahun 2016 adalah 272.258 jiwa yang terdiri 
atas 138.698 laki-laki dan 133.560 perempuan. Pada periode yang sama, 
diperkirakan terdapat sekitar 60.713 rumah tangga dengan rata-rata banyaknya 
anggota rumah tangga sekitar 4,48 orang. 
 
3. Ketenagakerjaan 
Fokus utama pembangunan pemerintah yang tertuang dalam nawa cita 
adalah penciptaan lapangan yang seluas-luasnya. Dengan terciptanya lapangan 
kerja, harapan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat terpenuhi.  
Tenaga kerja adalah sebuah modal bagi pembangunan suatu bangsa. 
Jumlah dan komposisi tenaga kerja akan terus mengalami perubahan seiring 
dengan berlangsungnya proses demografi. Bagian dari tenaga kerja yang aktif 
dalam kegiatan ekonomi disebut Angkatan Kerja.  
Total penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) pada tahun 2015 lebih dari 
separuh penduduk Kabupaten Mamuju yang termasuk dalam angkatan kerja, yaitu 
sebanyak 126.363 orang.  
Gambar 2 
Diagram Ketenagakerjaan Kabupaten Mamuju Tahun 2014-2015 
 
 
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Mamuju (data di olah) 
Tahun 2014 Tahun 2015
Angkatan Kerja 188,780 126,363
Bekerja 187,234 121,587
Pengangguran 1,942 4,776
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Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Mamuju 
mencapai 70,06 persen. Dari jumlah tersebut yang mampu terserap oleh lapangan 
kerja yang tersedia di Kabupaten Mamuju hanya sebanyak 121.587 orang. Dengan 
demikian masih terdapat 4.776 orang yang belum mampu terserap di pasar tenaga 
kerja, atau masih terdapat tingkat pengangguran (TPT) sebesar 3,78 persen.
50
 
 
4. Sosial 
a. Pendidikan 
Salah satu faktor utama keberhasilan pembangunan di suatu daerah adalah 
tersedianya cukup sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Partisipasi 
penduduk bersekolah disajikan berdasarkan persentase penduduk berumur 7-24 
tahun yang tidak/belum pernah bersekolah, masih bersekolah, dan tidak 
bersekolah lagi. Secara umum, persentase penduduk berumur 7-24 tahun yang 
tidak/belum pernah sekolah sebesar 1,51 persen. Apabila dibandingkan menurut 
jenis kelamin, persentase penduduk perempuan yang tidak/belum pernah sekolah 
lebih banyak dari persentase penduduk laki-laki, yaitu 2,20 persen berbanding 
0,84 persen. 
 
b. Kesehatan 
Pembangunan bidang kesehatan meliputi seluruh siklus atau tahapan 
kehidupan manusia. Bila pembangunan kesehatan berhasil dengan baik maka 
terjadi peningkatan kesejahteraan. Ketersediaan sarana kesehatan akan sangat 
menunjang peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. Pada tahun 2016 terdapat 
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3 rumah sakit, 22 puskesmas, 49 puskesmas pembantu, 64 poskesdes, dan 366 
posyandu di Kabupaten Mamuju. 
 
c. Kemiskinan 
Besar kecilnya jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh garis 
kemiskinan, karena penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata 
pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Pada tahun 2016, 
garis kemiskinan sebesar Rp 223.150 per kapita per bulan. Sedangkan, jumlah 
penduduk miskin mencapai 17,47 ribu orang atau 6,48 persen dari seluruh 
penduduk. 
 
5. Industri dan Energi 
Kontribusi sektor perindustrian masih kecil dalam perekonomian 
Kabupaten Mamuju. Sebagai gambaran, pada tahun 2016 peran sektor industri 
pengolahan dalam pembentukan PDRB hanya mencapai 3,18 persen. 
Pada tahun 2016 jumlah perusahaan industri rumah tangga dan kecil 
mencapai 594 perusahaan. Jumlah tenaga kerja yang terlibat pada industri ini 
sebanyak 2.607 orang. Nilai produksi barang yang dihasilkan perusahaan industri 
rumah tangga dan kecil mencapai 44.083,075 juta rupiah. Nilai produksi terbesar 
dihasilkan oleh sub sektor industri makanan (KBLI 10), yaitu sekitar 28,29 persen 
dari total nilai produksi industri rumah tangga dan kecil. 
Keberadaan Kabupaten Mamuju sebagai ibukota Provinsi Sulawesi Barat 
menjadikan daerah ini sebagai salah satu pusat aktivitas ekonomi daerah. Salah 
satu kategori yang cukup berkembang di Kabupaten Mamuju adalah kegiatan 
pembangunan fisik baik yang berasal dari anggaran pemerintah yang melalui 
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APBN/APBD dan melalui sektor swasta. Sebagai Ibukota Provinsi mutlak 
membutuhkan sumber energi yang besar untuk sebagai proses pembangunannya. 
 
Tabel 4.2 
Jumlah Pelanggan Listrik PT. PLN (Persero) di Kabupaten Mamuju 
Tahun 2012‒2016 
 
Kecamatan 2012 2013 2014 2015 2016 
Tapalang 2.001 2.217 3.639 4.041 4.558 
Tapalang Barat 324 359 589 654 725 
Mamuju 7.785 8.264 14.156 15.720 18.399 
Simboro 2.516 2.787 4.575 5.080 6.253 
Balabalakang - - - - - 
Kalukku 4.211 4.421 7.257 8.059 8.475 
Papalang 1.666 1.846 3.030 3.365 3.762 
Sampaga 1.200 1.329 2.181 2.422 2.853 
Tommo 433 480 788 876 907 
Kalumpang - - - - - 
Bonehau - 244 401 445 587 
Kabupaten Mamuju 20.136 22.307 36.616 40.662 46.519 
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Mamuju (data di olah) 
 
Jumlah pelanggan PLN (Persero) Area Mamuju pada tahun 2016 mencapai 
46.519 pelanggan atau meningkat 14,40 persen dibanding tahun 2015. Sebagian 
besar kebutuhan listrik di Kabupaten Mamuju dipenuhi oleh PT. Perusahaan 
Listrik Negara (PLN). Sampai tahun 2016, belum semua wilayah Kabupaten 
Mamuju telah tersambung dalam jaringan PLN. Namun, setiap tahun pengguna 
PLN kian meningkat ini menunjukkan kemajuan daerah tiap tahunnya. 
 
6. Hotel dan Pariwisata 
Jumlah hotel yang terdapat di Kabupaten Mamuju pada tahun 2016 
tercatat sebanyak 18 usaha dengan jumlah kamar tersedia sebanyak 553 kamar. 
Hal ini berarti, terdapat tambahan sebanyak 9 kamar atau meningkat sebesar 1,65 
persen bila dibandingkan dengan tahun 2015. Jumlah rumah makan/restoran di 
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Kabupaten Mamuju pada tahun 2016 tercatat sebanyak 221 usaha. Hal ini berarti, 
terdapat tambahan 73 usaha atau meningkat sebesar 49,32 persen bila 
dibandingkan dengan tahun 2015. Dari jumlah tersebut, 46,15 persen usaha berada 
di Kecamatan Mamuju. 
Pada tahun 2016 jumlah kunjungan wisatawan di Kabupaten Mamuju 
mencapai 24.314 orang atau meningkat 10,88 persen dibandingkan tahun 2015. 
Jika dilihat menurut asal wisatawan, sekitar 99,94 adalah wisatawan domestik, 
dan sisanya adalah wisatawan mancanegara. 
 
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto 
seluruh barang dan jasa yang dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang 
timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu. Dari tahun 
2014–2016 di Kabupaten Mamuju nilai PDRB selalu menunjukkan peningkatan. 
Tercatat PDRB 2010 Kabupaten Mamuju tahun 2014 sebesar 6.012,40 miliar 
rupiah, 2015 sebesar 6.475,19 miliar rupiah dan pada tahun 2016 menjadi 6.987,6 
miliar rupiah. Laju pertumbuhan PDRB pada tahun 2014 tercatat sebesar 8,76 
persen sedangkan tahun 2015 sempat terkontraksi menjadi 7,70 persen kemudian 
pada tahun 2016 mengalami percepatan dengan pertumbuhan sebesar 7,91 persen.  
Bila PDRB suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di 
daerah itu dalam periode tertentu, maka akan dihasilkan suatu PDRB per kapita. 
Pendapatan per kapita terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun merupakan 
suatu hal yang positif. Lihat gambar 3 berikut. 
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Gambar 3 
Grafik Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita Kabupaten Mamuju  
Tahun 2014-2016 (Juta rupiah) 
 
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Mamuju (data di olah) 
 
Tahun 2016, PDRB per kapita Kabupaten Mamuju mencapai 33,39 juta 
rupiah, Hal itu menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan tahun 2014 yang 
sebesar 28,29 juta rupiah dan tahun 2014 dengan besaran PDRB per kapita yakni 
30,94 juta rupiah. 
Belanja Daerah terdiri atas 2 (dua) jenis, yaitu belanja langsung dan 
belanja tidak langsung. Belanja Tidak Langsung adalah bagian belanja pegawai, 
belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi 
hasil, belanja bantuan keuangan dan pengeluaran tidak terduga, yang dianggarkan 
tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja 
Langsung adalah bagian belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja 
modal yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan 
kegiatan. 
Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali 
dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang 
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bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan neto 
merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran 
pembiayaan. 
Realisasi belanja Pemerintah Kabupaten Mamuju selama tahun 2015 
menurun dibandingkan realisasi belanja tahun 2014. Pada tahun 2016, Pemerintah 
Kabupaten Mamuju menargetkan peningkatan belanja dari realisasi belanja tahun 
2015. 
 
B. Gambaran Umum Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju 
1. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah 
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju mempunyai tugas pokok 
membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan 
asas otonomi di bidang Pendapatan Daerah. Lebih jelasnya, lihat struktur 
organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju pada lampiran 1.1. 
Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten 
Mamuju mempunyai fungsi sebagai berikut: 
a. Perumusan dan penyusunan kebijakan teknis pengelolaan pendapatan daerah; 
b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan dukungan teknis pengelolaan 
pendapatan daerah; 
c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas serta dukungan teknis 
pengelolaan pendapatan daerah; 
d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan 
pemerintah bidang pengelolaan pendapatan daerah; 
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati. 
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Penjabaran tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Pendapatan Daerah 
Kabupaten Mamuju di atur sesuai dengan Peraturan Bupati Mamuju Nomor 7 
Tahun 2011. sebagai berikut: 
 
a. Kepala Badan 
Kepala Badan mempunyai tugas pokok memimpin Badan dalam 
menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian 
kegiatan di bidang pendapatan. Guna pelaksanaan tugas pokok, Kepala Badan 
mempunyai fungsi: 
1. Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan kegiatan di bidang 
perencanaan pengelola pendapatan, pembelanjaan, pembukuan, verifikasi 
dan pelaporan pendapatan. 
2. Pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan pelayanan pendapatan 
daerah. 
3. Pendataan dan penetapan serta penagihan pendapatan daerah. 
 
b. Sekretaris 
Sekretaris mempunyai tugas pokok mengkoordinir penyelenggaraan tugas 
serta memberikan pelayanan administrasi kepada semua unsur di lingkungan 
Badan Pemerintahan Daerah. Guna pelaksanaan tugas pokok, Sekretaris 
mempunyai fungsi: 
1. Penyusunan, penataan dan penyelenggaraan kegiatan administrasi dan 
mekanisme kerja pada Badan; 
2. Pengoordinasian dan Penyusunan Rencana Anggaran Tahunan; 
3. Pengelolaan administrasi keuangan dan kepegawaian; 
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4. Pengelolaan administrasi umum, ketatalaksanaan, dan perlengkapan. 
 
c. Bidang Pajak Daerah I 
Bidang Pajak Daerah I mempunyai tugas pokok menyusun, merencana, 
memberi petunjuk dan pembinaan kepada seksi-seksi dalam rangka kegiatan 
pendataan, penagihan, pembukuan, verifikasi dan pelaporan yang menyangkut 
Pajak hotel, hiburan, restoran, parkir, reklame dan penerangan jalan. Guna 
pelaksanaan tugas pokok, Bidang Pajak Daerah I mempunyai fungsi: 
1. Pelaksanaan rencana, penyusunan pendataan Pajak hotel, hiburan, 
restoran, parkir, reklame dan penerangan jalan; 
2. Pelaksanaan penagihan Pajak hotel, hiburan, restoran, parkir, reklame dan 
penerangan jalan; 
3. Pelaksanaan pembukuan, verifikasi dan pelaporan Pajak hotel, hiburan, 
restoran, parkir, reklame dan penerangan jalan; 
4. Pemberian petunjuk dan pembinaan seksi-seksi dalam rangka menjalankan 
tugasnya. 
 
d. Bidang Pajak Daerah II 
Bidang Pajak Daerah II mempunyai tugas pokok menyusun, merencana, 
memberi petunjuk dan pembinaan kepada seksi-seksi dalam rangka kegiatan 
pendataan, penagihan, pembukuan, verifikasi dan pelaporan yang menyangkut 
Pajak Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan 
Bangunan (BPHTB), Air Bawah Tanah, Pajak Bahan Galian Golongan C dan 
Pajak lain-lain yang sah. Guna melaksanaan tugas pokoknya, Bidang Pajak 
Daerah II mempunyai fungsi: 
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1. Pelaksanaan rencana, penyusunan pendataan Pajak PBB, BPHTB, Air 
Bawah Tanah, Galian Golongan C dan Pajak lain-lain yang sah; 
2. Pelaksanaan penagihan Pajak PBB, BPHTB, Air Bawah Tanah, Galian 
Golongan C dan Pajak lain-lain yang sah; 
3. Pelaksanaan pembukuan, verifikasi dan pelaporan Pajak PBB, BPHTB, 
Air Bawah Tanah, Galian Golongan C dan Pajak lain-lain yang sah; 
4. Pemberian petunjuk dan pembinaan seksi-seksi dalam rangka menjalankan 
tugasnya. 
 
e. Bidang Penetapan, Kertas Berharga, Keberatan dan Pengendalian 
Retribusi 
Bidang penetapan, kertas berharga, keberatan dan pengendalian retribusi 
daerah mempunyai tugas pokok menyusun, merencana, memberi petunjuk dan 
pembinaan kepada seksi-seksi dalam rangka kegiatan penetapan, kertas berharga, 
keberatan dan pengendalian retribusi. Guna pelaksanan tugas pokok bidang, kertas 
berharga, keberatan dan pengendalian retribusi daerah mempunyai fungsi: 
1. Pelaksanaan rencana, menyusun penetapan dan keberatan bagi unit 
pengelola atau objek Pajak serta menindaklanjuti langkah-langkah 
pemecahannya; 
2. Pelaksanaan koordinasi dan pengawasan terhadap unit pengelola atau 
objek Pajak; 
3. Pelaksanaan pendistribusian kertas berharga kepada unit-unit pengelola. 
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2. Visi dan Misi  
a. Visi 
Visi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju tidak dapat lepas dari 
ruang lingkup “Visi Pemerintah Kabupaten Mamuju”, karena Badan Pendapatan 
Daerah merupakan perangkat daerah di bidang pendapatan dan juga merupakan 
elemen penting di dalam suksesnya pencapaian Visi Pemerintah Daerah 
Kabupaten Mamuju tersebut. Visi Badan Pendapatan Daerah yang ditetapkan 
adalah: “TERWUJUDNYA PENGELOLAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH 
YANG PRIMA DAN PROFESIONAL”. 
Kata kunci dari Visi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju tiada 
lain adalah prima dan profesional. Prima berarti memberikan pelayanan yang 
terbaik. Artinya pelayanan yang diberikan dalam bidang administrasi 
pemerintahan, administrasi pembangunan, dan administrasi kemasyarakatan 
kepada Wajib Pajak secara akomodatif, efektif, dan efisien. Akomodatif yaitu 
mampu memenuhi tuntutan pelaksanaan kewenangan tugas dan fungsi perangkat 
daerah.  
Sedangkan profesional artinya memiliki kompetensi dalam arti 
mempunyai keterampilan dan pengetahuan serta sikap dan perilaku sebagai 
aparatur agar dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara berdayaguna 
dan berhasil guna serta memiliki komitmen, tanggung jawab, kritis dan cepat 
tanggap. Visi ini dapat berjalan sesuai dengan harapan apabila seluruh rangkaian 
dari Misi, program, kebijakan, tujuan dan sasaran dapat berjalan secara kongkrit 
dan mendukung sesuai tahapan-tahapan Rencana Strategis. 
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b. Misi 
Misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju adalah sebagai 
berikut: 
1. Menjadikan Pajak sebagai sumber utama pendapatan daerah; 
2. Meningkatkan sistem pengelolaan Pajak secara transparan dan akuntabel. 
 
3. Sumber Daya 
a. Sumber Daya Manusia 
Jumlah pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju sebanyak 
135 orang pegawai struktural, yang terdiri dari 1 (satu) orang Pimpinan, 1 (satu) 
orang Sekretaris, 3 (tiga) orang Kasubag dan 115 (seratus lima belas) orang staf 
(35 orang berstatus PNS dan 80 orang berstatus Pegawai Tidak Tetap). Adapun 
kondisi pegawai berdasarkan jenis kelamin, tingkat pendidikan, 
golongan/pangkat, dan jabatan yang telah diikuti dapat di lihat pada tabel 4.3 
berikut: 
Tabel 4.3 
Jumlah Pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju 
 
No. Pegawai Jumlah (Orang) 
1. Pegawai Negeri Sipil (PNS) 56 
2. Pegawai Tidak Tetap (PTT) 80 
Jumlah 136 
Sumber data: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju 
 
 
 Jumlah total pegawai di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju 
adalah 136 (satu tiga enam) pegawai, yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) 
sebanyak 56 (lima enam) orang dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) sebanyak 83 
(delapan tiga) orang. 
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Tabel 4.4 
Jumlah Pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju 
(Berdasarkan Jenis Kelamin) 
 
No. Pegawai Jumlah (orang) 
1. Laki-laki 75 
2. Perempuan 61 
Jumlah 136 
Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju 
 
 Jumlah pegawai di Kantor Badan Pendapatan Daerah adalah sebanyak 136 
orang, dengan jumlah pegawai laki-laki 75 (tujuh lima) orang, dan pegawai 
perempuan terdiri atas 61 (enam satu) orang. 
 
Tabel 4.5 
Jumlah Pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju 
(Berdasarkan Jabatan dan Tingkat Pendidikan) 
 
No. Jabatan  
Tingkat Pendidikan 
Jumlah  
SMA D3 S1 S2 
1. Eselon I - - - 1 1 
2. Eselon II - - - 1 1 
3. Eselon III - - 3 - 3 
4. Eselon IV - 1 10 1 12 
5. Non-Eselon 29 1 9 - 39 
Total 29 2 22 3 56 
Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju 
 Jumlah pegawai Badan Pendapatan daerah Kabupaten Mamuju 
berdasarkan dari jabatan dan tingkat pendidikan, terdiri atas 56 (lima enam) orang, 
diantaranya adalah eselon I sebanyak 1 (satu) orang, eselon II sebanyak 1 (satu) 
orang, eselon III terdiri atas 3 (tiga) orang, eselon IV 12 (dua belas) orang, dan 
pegawai non-eselon terdapat 56 (lima enam) orang. 
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Tabel 4.6 
Jumlah Pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju 
(Berdasarkan Golongan/Pangkat) 
 
No. Golongan  
Jumlah Pegawai 
(orang) 
Persentase (%) 
1. IV 5 8,93 
2. III 22 39,28 
3. II 29 51,79 
Jumlah 56 100,00 
Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju 
 Berdasarkan golongan/pangkatnya, PNS Badan Pendapatan Daerah terbagi 
menjadi 3 (tiga), yaitu pegawai golongan IV sebanyak 5 (lima) orang, pegawai 
golongan III sebanyak 22 (dua puluh dua) orang, dan pegawai golongan II 
sebanyak 29 (dua puluh sembilan) orang. 
Tabel 4.7 
Jumlah Pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju 
(Berdasarkan Jabatan) 
 
No. Jabatan 
Jumlah Pegawai 
(orang) 
% 
1. Eselon II 1 1,78 
2. Eselon III 4 7,14 
3. Eselon IV 12 21,43 
4. Fungsional  - - 
5. Staf  39 69,65 
Jumlah 56 100,00 
Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju 
 
 Jumlah pegawai Badan Pendapatan Daerah di bagi berdasarkan jabatan 
yaitu I (satu) orang pegawai dengan jabatan eselon II, 4 (empat) orang pegawai 
dengan jabatan eselon III, 12 (dua belas) orang pegawai dengan jabatan eselon IV, 
dan staf yang berjumlah 39 (tiga Sembilan) orang pegawai. 
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b. Sumber Daya Finansial 
1) Komposisi Umum Sarana Kerja 
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju hingga saat ini belum 
memiliki gedung kantor sendiri sehingga untuk sementara menempati areal 
Kantor SISTAP. Kondisi ini menyebabkan tidak tersedianya ruang kerja yang 
memadai bagi setiap pegawai. 
Berdasarkan pertimbangan kebutuhan, Badan Pendapatan Daerah 
Kabupaten Mamuju masih membutuhkan 1 (satu) ruang rapat yang representative, 
ruang arsip, gudang dan ruang data center. Sehingga ke depan Badan Pendapatan 
Daerah Kabupaten Mamuju sudah seharusnya memiliki gedung kantor sendiri.  
 
2) Komposisi Pendapatan 
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju memiliki tugas 
melaksanakan sebahagian urusan pemerintahan di bidang Pendapatan Asli Daerah 
(PAD) yang berasal dari Pajak Daerah dan retribusi daerah. 
 
C. Keuangan Daerah Kabupaten Mamuju 
1. Keuangan Daerah 
Perkembangan perekonomian suatu daerah tidak dapat dipisahkan dari 
peran lembaga perbankan. Hal ini dikarenakan perbankan memiliki kekuatan 
finansial yang besar. Pada tahun 2016, perbankan di Kabupaten Mamuju 
mengoperasionalkan 22 unit kantor layanan. Selain bank yang mengalami 
peningkatan nilai tambah bruto, lembaga keuangan lain yang bergerak adalah 
koperasi, asuransi, dan jasa perusahaan juga mengalami peningkatan walaupun 
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share terbesar didominasi oleh perbankan sekitar 30 persen terhadap keseluruhan 
lembaga keuangan yang ada di Kabupaten Mamuju.  
Melihat dari struktur perekonomian, kategori jasa keuangan menciptakan 
nilai tambah sebesar 71,57 miliar rupiah atas dasar harga berlaku dan 59,99 miliar 
rupiah atas dasar harga konstan 2010. Capaian nilai tersebut mengalami 
peningkatan baik perkembangan maupun pertumbuhan di tahun 2016 yang 
sebesar 1,26 persen sedangkan share jasa keuangan terhadap pembentukan PDRB 
kabupaten Mamuju hanyalah bernilai 0,79 persen.  
Pada tahun 2015, realisasi pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten 
Mamuju mencapai sebesar 688,53 milyar rupiah, yang terdiri atas pendapatan asli 
daerah sebesar 50,56 milyar rupiah, dana perimbangan sebesar 559,78 milyar 
rupiah, dan pendapatan lain yang sah sebesar 78,19 milyar rupiah. Dibandingkan 
dengan tahun 2014, realisasi pendapatan daerah tahun 2015 mengalami penurunan 
sebesar 4,26 persen. Pada tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Mamuju 
menargetkan peningkatan pendapatan daerah sebesar 58,74 persen dari realisasi 
tahun 2015. 
Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Mamuju secara lebih jelas 
dipaparkan secara rinci pada tabel 4.8 berikut: 
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Tabel 4.8 
Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Mamuju Menurut Jenis 
Pendapatan Tahun 2013−2016 (Juta rupiah)  
 
No Jenis Pendapatan 2013 2014 2015 2016 
1 Pendapatan Asli Daerah 
(PAD) 
41.179 41.548 50.560 74.634 
Pajak Daerah 16.868 17.019 15.779 26.555 
Retribusi Daerah 14.408 14.537 7.882 34.632 
Hasil Perusahaan Milik 
Daerah dan Pengelolaan 
Kekayaan Daerah yang 
Dipisahkan 
3.400 3.430 3.162 4.150 
Lain-lain PAD yang Sah 6.503 6.561 23.736 9.296 
2 Dana Perimbangan 755.861 607.535 559.780 921.148 
Bagi Hasil Pajak 66.415 73.463 25.708 21.322 
Bagi Hasil Bukan 
Pajak/Sumber Daya Alam 
- - - 2.401 
Dana Alokasi Umum 587.833 463.324 463.324 626.855 
Dana Alokasi Khusus 101.611 70.747 70.747 270.568 
3 Lain-lain Pendapatan 
Daerah yang Sah 
73.171 70.097 78.190 97.228 
Jumlah 870.211 719.180 688.530 1.093.010 
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Mamuju (data di olah) 
 
 Realisasi pendapatan asli daerah selama tahun 2015 mengalami kenaikan 
sebesar 21,69 persen dibandingkan tahun 2014, dan pada tahun 2016 Pemerintah 
Kabupaten Mamuju menargetkan kenaikan sebesar 47,61 persen dari realisasi 
tahun 2015. 
 
2. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah 
Berdasarkan penjelasan Undang-undang No. 28 Tahun 2009 menyatakan 
bahwa Pajak kabupaten/kota ditetapkan sebanyak 11 (sebelas) jenis Pajak. 
Walaupun demikian, daerah kabupaten/kota dapat tidak memungut salah satu atau 
beberapa jenis Pajak yang telah ditetapkan, apabila potensi Pajak di daerah 
kabupaten/kota tersebut di nilai kurang memadai. Berdasarkan ketetapan 
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Peraturan Daerah, Kabupaten Mamuju mengelola 9 (Sembilan) jenis Pajak 
Daerah. Berikut pemaparan penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Mamuju selama 
tahun 2012-2016: 
 
a. Pajak Hotel 
Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju menetapkan Peraturan Daerah 
Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak hotel, di mana yang termasuk objek Pajak 
hotel adalah semua fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa 
terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, 
gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan, dan 
sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). Masa 
pembayaran Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender. Berikut target dan 
realisasi penerimaan Pajak Hotel selama 5 (lima) tahun: 
 
Tabel 4.9 
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Kabupaten Mamuju 
Tahun 2012-2016 
 
Tahun Target (Rp) Realisasi (Rp) Persentase (%) 
2012 762.750.463 643.375.000 84,35 
2013 1.270.000.000 760.087.000 59,85 
2014 1.070.000.000 879.206.296 82,17 
2015 1.360.000.000 610.041.419 44,86 
2016 945.000.000 1.211.826.194 128,24 
Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju (data di olah) 
 
 Berdasarkan tabel di atas, dapat di lihat bahwa penerimaan Pajak Hotel 
Kabupaten Mamuju cenderung meningkat tiap tahunnya, walau sempat menurun 
di tahun 2015. Realisasi penerimaan Pajak hotel, walaupun cenderung meningkat, 
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tetapi sering tidak memenuhi target yang telah ditetapkan. Pencapaian target 
terjadi pada tahun 2016. 
 
b. Pajak Restoran 
Peraturan Daerah yang mengatur Pajak Restoran adalah Perda Nomor 11 
Tahun 2010. Objek Pajak Restoran adalah semua fasilitas penyedia makanan 
dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, 
kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering. 
Penerimaan Pajak Restoran disajikan pada tabel berikut: 
 
Tabel 4.10 
 
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran Kabupaten Mamuju 
Tahun 2012-2016 
 
Tahun Target (Rp) Realisasi (Rp) Persentase (%) 
2012 754.000.000 297.376.120 39,44 
2013 800.000.000 397.385.950 49,67 
2014 400.000.000 352.981.151 88,25 
2015 400.000.000 263.706.557 65,93 
2016 600.000.000 720.756.606 120,13 
Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju (data di olah) 
 
Melihat dari data di atas, dapat diketahui bahwa penerimaan Pajak 
Restoran dapat dikatakan fluktuatif atau naik-turun, di mana target baru tercapai 
di tahun 2016 seperti halnya Pajak hotel.  
 
c. Pajak Hiburan 
Perda Kabupaten Mamuju Nomor 13 Tahun 2010 merupakan perda yang 
menetapkan aturan Pajak hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, 
pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut 
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bayaran. Objek Pajak Hiburan yaitu pagelaran kesenian/musik tari/busana, 
pameran, karaoke/diskotik/klub malam, permainan biliar, balap kendaraan 
bermotor/permainan ketangkasan, pusat kebugaran, dan pertandingan olah raga. 
Masa Pembayaran Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender. 
 
Tabel 4.11 
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan Kabupaten Mamuju 
Tahun 2012-2016 
 
Tahun Target (Rp) Realisasi (Rp) Persentase (%) 
2012 60.000.000 94.232.500 157,05 
2013 244.000.000 131.375.000 53,84 
2014 150.000.000 216.720.188 144,48 
2015 216.000.000 145.665.129 67,44 
2016 200.000.000 114.703.116 57,35 
Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju (data di olah) 
Berdasarkan data tersebut di atas, dapat diketahui bahwa penerimaan Pajak 
Hiburan dari tahun 2012-2016 sangat fluktuatif. Pencapaian target terjadi 2 (dua) 
kali, yaitu pada tahun 2012 dan 2014. 
 
d. Pajak Reklame 
Perda yang mengatur pemungutan Pajak Reklame adalah Perda Kabupaten 
Mamuju Nomor 12 Tahun 2010. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau 
media yang bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial memperkenalkan, 
menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap 
barang, jasa, orang, atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, 
dan/atau dinikmati umum. Masa pembayaran Pajak Reklame adalah satu tahun 
kalender. Target dan realisasi Pajak Reklame di Kabupaten Mamuju pada tabel 
4.12 berikut: 
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Tabel 4.12 
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Reklame Kabupaten Mamuju 
Tahun 2012-2016 
 
Tahun Target (Rp) Realisasi (Rp) Persentase (%) 
2012 416.000.000 487.045.500 117,08 
2013 643.500.000 452.623.500 70,34 
2014 559.894.200 565.865.000 101,07 
2015 900.000.000 447.940.000 49,77 
2016 900.000.000 617.725.000 68,64 
Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju (data di olah) 
Berdasarkan data di atas, diketahui bahwa penerimaan Pajak Reklame 
dapat dikatakan fluktuatif atau naik-turun. Target dapat tercapai di tahun 2012 dan 
tahun 2014 seperti halnya Pajak Hiburan. 
 
e. Pajak Penerangan Jalan 
Perda Kabupaten Mamuju Nomor 9 Tahun 2010 merupakan perda yang 
mengatur tentang pemungutan Pajak Penerangan Jalan, Penerangan jalan adalah 
Pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun 
diperoleh dari sumber lain. Berikut target dan realisasi penerimaan Pajak 
Penerangan Jalan: 
Tabel 4.13 
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan  
Kabupaten Mamuju Tahun 2012-2016 
 
Tahun Target (Rp) Realisasi (Rp) Persentase (%) 
2012    1.619.018.960         3.992.608.922  246,61 
2013    4.380.000.000         5.053.867.373  115,39 
2014    4.833.051.717         6.886.502.434  142,49 
2015    8.000.000.000         8.713.348.808  108,92 
2016    8.600.000.000         9.456.045.681  109,95 
Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju (data di olah) 
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Penerimaan Pajak penerangan jalan selama tahun 2012-2016 selalu 
mencapai target dan terus meningkat tiap tahunnya. Hal ini merupakan suatu hal 
positif karena belum pernah terjadi di sektor Pajak lainnya. 
 
f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di atur oleh Perda Kabupaten 
Mamuju Nomor 12 Tahun 2011. Mineral adalah Senyawa Anorganik yang 
terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan 
Kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk 
lepas atau padu. Pertambangan Mineral adalah Pertambangan kumpulan mineral 
yang berupa bijih, atau Batuan, di luar Panas bumi, minyak dan gas bumi serta Air 
Bawah Tanah. 
Termasuk dalam Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di 
Kabupaten Mamuju adalah pasir dan kerikil, batu gunung, tanah urug/timbunan, 
sirtu, dan batu pecah. Berikut tabel penerimaan Pajak Mineral Bukan logam dan 
Batuan: 
Tabel 4.14 
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 
Kabupaten Mamuju Tahun 2012-2016 
 
Tahun Target (Rp) Realisasi (Rp) Persentase (%) 
2012   3.580.000.000  3.468.586.822 96,89 
2013   5.290.000.000  2.044.295.068 38,64 
2014   2.852.656.725  2.160.221.707 75,73 
2015   3.000.000.000  2.277.703.064 75,92 
2016   3.000.000.000  1.258.928.324 41,96 
Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju (data di olah) 
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Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten 
Mamuju cenderung menurun tiap tahunnya, dengan tidak ada satu pun realisasi 
yang memenuhi target yang telah ditetapkan. 
 
g. Pajak Air Bawah Tanah 
Aturan pemungutan Pajak Air Bawah Tanah di Kabupaten Mamuju di atur 
dalam Perda Nomor 14 Tahun 2010. Pajak Air Bawah Tanah adalah Pajak atas 
pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Bawah Tanah. Air Bawah Tanah adalah 
air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.  
Berikut target dan realisasi penerimaan Pajak Air Bawah Tanah di 
Kabupaten Mamuju: 
Tabel 4.15 
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Air Bawah Tanah  
Kabupaten Mamuju Tahun 2012-2016 
 
Tahun Target (Rp) Realisasi (Rp) Persentase (%) 
2012 - 5.664.375 0,00 
2013 49.500.000 19.472.500 39,34 
2014 29.500.000 22.928.000 77,72 
2015 30.000.000 24.408.000 81,36 
2016 30.000.000 27.008.000 90,03 
Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju (data di olah) 
Seperti pada tabel di atas, Pajak Air Bawah Tanah baru di pungut pada 
pertengahan Tahun 2012 sehingga tidak adanya penetapan target. Penerimaan 
Pajak ini di nilai bagus karena terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. 
 
h. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 
Aturan mengenai Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ini 
di atur dalam Perda Kabupaten Mamuju Nomor 1 Tahun 2013. Pajak Bumi dan 
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Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Pajak di atas kelompok objek Pajak 
berdasarkan karakteristik sektor perdesaan dan/atau karakteristik sektor perkotaan 
atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh 
orang pribadi atau badan, tidak termasuk objek Pajak sektor usaha perkebunan, 
sektor usaha perhutanan, dan sektor usaha pertambangan (PBB-P3) selanjutnya di 
singkat PBB-P2. 
Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman 
serta laut wilayah kabupaten/kota. Bangunan adalah konstruksi teknik yang di 
tanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan pedalaman 
dan/atau laut. Penerimaan PBB-P2 dipaparkan pada tabel di bawah ini: 
  
Tabel 4.16 
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 
Perkotaan Kabupaten Mamuju Tahun 2012-2016 
 
Tahun Target (Rp) Realisasi (Rp) Persentase (%) 
2012 - - - 
2013 - - - 
2014 5.350.000.000 2.123.225.514 39,69 
2015 5.850.000.000 2.232.152.873 38,16 
2016 7.855.095.612 2.231.574.373 28,41 
Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju (data di olah) 
 Penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Mamuju tidak jauh berbeda tiap 
tahunnya, disertai dengan tidak tercapainya target yang terjadi tiap tahun.  
 
i. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 
Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau 
peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau 
bangunan oleh orang pribadi atau badan. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan 
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adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya 
sebagaimana dimaksud dalam undang-undang bidang pertanahan dan bangunan. 
Perda tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Batuan di atur dalam Perda 
Nomor 1 Tahun 2011. Berikut penerimaan BPHTB selama lima tahun: 
 
Tabel 4.17 
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 
Perkotaan Kabupaten Mamuju Tahun 2012-2016 
 
Tahun Target (Rp) Realisasi (Rp) Persentase (%) 
2012 2.300.000.000 2.928.722.218 127,34 
2013 4.191.273.935 1.630.927.235 38,91 
2014 2.500.000.000 2.270.111.578 90,80 
2015 2.700.000.000 4.052.282.704 150,08 
2016 4.000.000.000 3.260.017.150 81,50 
Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju (data di olah) 
Penerimaan BPHTB selama 5 (lima) tahun ini mengalami fluktuasi, seperti 
yang terjadi di sektor Pajak yang lain. Pencapaian target terjadi pada tahun 2012 
dan 2015.  
Pemaparan target dan realisasi penerimaan Pajak dari 9 (sembilan) jenis 
Pajak yang terdapat di Kabupaten Mamuju selama 5 (lima) tahun di atas 
memberikan gambaran yang cukup jelas mengenai penerimaan Pajak Daerah 
Kabupaten Mamuju selama 5 (lima) tahun, yakni tahun 2012-2016. Penerimaan 
Pajak Daerah yang ada di Kabupaten Mamuju ini merupakan suatu hal yang 
penting untuk di analisis demi mengoptimalkan penerimaan Pajak ke depannya. 
Berikut adalah tabel penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Mamuju 
secara keseluruhan dari semua sektor Pajak: 
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Tabel 4.18 
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2012-2016 
 
Tahun Target (Rp) Realisasi (Rp) Persentase (%) 
2012 9.491.769.423 11.917.611.457 125,56 
2013 15.686.273.935 10.490.033.626 66,87 
2014 17.745.102.542 15.477.761.868 87,22 
2015 22.456.000.000 18.717.938.667 83,35 
2016 26.130.095.612 18.898.584.444 72,32 
Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju (data di olah) 
Apabila di lihat secara keseluruhan, realisasi penerimaan Pajak Daerah 
Kabupaten Mamuju mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, walau sempat 
terjadi penurunan pada tahun 2013, dan realisasi penerimaan Pajak Daerah yang 
sering tidak mencapai target. 
Target adalah batas ketentuan yang telah ditetapkan untuk di capai, dengan 
cara melihat, dan mendata potensi pajak pada suatu daerah. Pencapaian target 
merupakan prestasi tersendiri, sebab disinilah di lihat peran Pemerintah Daerah 
dalam keberhasilannya memanfaatkan segala sumber daya yang tersedia, serta 
kualitas kinerja Badan Pendapatan Daerah dalam penghimpunan data subjek dan 
objek Pajak baru, penagihan Pajak, sampai pada pengawasan penyetoran Pajak.  
Berdasarkan tabel 4.18 di atas, dapat di analisis bahwa penerimaan Pajak 
Daerah Kabupaten Mamuju belum optimal. Hal ini di lihat berdasarkan realisasi 
penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Mamuju yang hanya sekali saja melampaui 
target, yaitu pada tahun 2012. Selebihnya, penerimaan pajak tahun-tahun 
berikutnya tidak pernah mencapai target. Hal ini seharusnya menjadi perhatian 
utama bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju, sehingga dapat dianalisis 
penyebabnya serta di cari solusinya. 
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Penyebab belum optimalnya penerimaan Pajak Daerah Kabupaten 
Mamuju dikemukakan oleh Kepala Sub Bidang Pajak Restoran yang 
mengungkapkan penyebab tidak optimalnya penerimaan pajak: 
“Pertama, kolektor harus turun langsung. Seharusnya kan wajib pajak yang 
datang sendiri membayar pajaknya. Mungkin wajib pajak kurang 
memahami… Kedua, kadang mereka (wajib pajak) tidak membayar sesuai 
aturannya. Saya contohkan, kalau aturan Perda nomor 11 pembayaran 
pajak adalah 10% dari omsetnya, itupun bukan wajib pajak yang 
membayar, tetapi subjeknya, pembelinya. Wajib pajak itu cuma 
mengumpul(kan). Tetapi kenyataannya, mereka stor tidak sesuai dengan 
yang di pungut.”51 
 
Hal senada juga diungkapkan oleh Kepala Sub Bidang Pajak Hotel dan 
Hiburan. Beliau menyatakan: 
“Kami itu turun ke lapangan untuk menagih. Kita itu sering di janji-janji 
wajib pajak turun (menagih). Begitu sampai ki’, dia bilang besok lagi, 
besok lagi. Itulah hambatan yang menyebabkan itu (pajak) terlambat 
terealisasikan. Artinya kalau kita liat disini, wajib pajak ini masih rendah 
kesadarannya untuk membayar pajak… Padahal kita sudah sering untuk 
sosialisasi.”52 
  
Kepala Sub Bidang Pajak Reklame dan Penerangan Jalan, Iwan Surya, 
juga mengungkapkan bahwa penagihan pajak dengan cara door to door ke seluruh 
pelosok wilayah Kabupaten Mamuju sangat melelahkan, belum lagi biaya yang 
harus dikeluarkan dalam proses penagihan tersebut. Masalah lain yang timbul saat 
berada di lapangan adalah kondisi ekonomi wajib pajak. Beberapa wajib pajak 
mengaku tidak memiliki dana untuk membayar pajaknya. Otomatis petugas pajak 
tidak dapat memaksakan wajib pajak untuk segera membayar tagihan pajak. 
                                                          
51
Hans Jobert Muntuan, Kepala Sub Bidang Pajak Restoran, wawancara pada tanggal    
07 November 2017. 
52
Muhammad Zainul, Kepala Sub Bidang Pajak Hotel dan Hiburan, wawancara pada 
tanggal 07 November 2017. 
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Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa 
penyebab utama tidak optimalnya penerimaan pajak adalah rendahnya kesadaran 
wajib pajak dalam membayar pajak. Terlebih lagi, apabila wajib pajak terlambat 
melakukan pembayaran atau tidak membayar, sanksi yang diterapkan belum 
tegas. Seperti yang dinyatakan oleh salah seorang petugas pajak berikut: 
“Sampai saat ini kalau masalah sanksi baru sebatas teguran saja… Ya, 
kalau tindakan belum.”53 
 
Tidak diterapkannya sanksi untuk wajib pajak yang melanggar Perda ini 
bukannya malah membuat wajib pajak tersadar, namun malah semakin 
mengabaikan dan tidak menganggap pajak adalah hal yang penting. Petugas pajak 
mengakui bahwa sebaiknya sanksi yang tegas perlu dilakukan, namun mereka 
merasa ragu-ragu karena belum ada peraturan tegas yang memberikan 
kewenangan petugas pajak untuk menerapkan sanksi kepada wajib pajak yang 
melanggar.  
Selain sanksi yang tegas, sebenarnya sosialisasi juga merupakan hal yang 
sangat penting, sebab dengan adanya sosialisasi masyarakat bisa memahami 
fungsi dari pajak. Sosialisasi sebaiknya dilakukan secara rutin dan menyeluruh 
kepada seluruh lapis masyarakat. Pemahaman masyarakat mengenai pajak dengan 
baik akan sangat membantu kemudahan dalam proses penagihan pajak. 
Jadi, dapat disimpulkan bahwa dalam mengoptimalkan penerimaan pajak 
suatu daerah, dapat diwujudkan dengan adanya kerjasama antara Pemerintah 
Daerah, Badan Pendapatan Daerah, dan masyarakat sebagai Wajib Pajak. Jika 
salah satu komponen tidak ada atau kurang partisipasinya, maka cita-cita 
                                                          
53
Hans Jobert Muntuan, Kepala Sub Bidang Pajak Restoran, wawancara pada tanggal    
07 November 2017. 
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peningkatan penerimaan pajak akan menjadi sesuatu yang sangat sulit dan bahkan 
tidak mungkin terlaksana.  
 
D. Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah  
Undang-undang No. 28 tahun 2009 menyatakan bahwa Pajak 
Kabupaten/Kota ditetapkan sebanyak 11 (sebelas) jenis pajak. Namun berdasarkan 
Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju, jenis pajak yang di pungut sebanyak 9 
(sembilan) jenis pajak. Penetapan pemungutan pajak di lihat dari potensi Pajak 
suatu daerah. Jika suatu daerah memiliki potensi cukup besar untuk kemudian di 
pungut pajaknya, maka Pemerintah Daerah menetapkan Peraturan Daerah yang 
berisi aturan pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Mamuju. Kondisi Pajak 
Kabupaten Mamuju di lihat berdasarkan Undang-undang No. 28 tahun 2009 dan 
Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju adalah seperti berikut. 
 
1. Pajak Hotel 
Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju yang mengatur tentang Pajak Hotel 
adalah Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010. Tabel 4.19 berikut menjelaskan 
perbandingan antara Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 dengan Perda yang 
mengatur tentang pajak daerah. 
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Tabel 4.19 
Perbandingan UU No. 28 Tahun 2009 dan Perda No. 10 Tahun 2010 
 Mengenai Pajak Hotel 
 
Keterangan UU No. 28 Tahun 2009 Perda No. 10 Tahun 2010 
Objek Pelayanan yang disediakan 
oleh Hotel dengan 
pembayaran. 
Pelayanan yang disediakan 
oleh Hotel dengan 
pembayaran. 
Subjek Orang pribadi atau badan 
yang melakukan 
pembayaran kepada hotel 
Orang pribadi atau badan 
yang melakukan 
pembayaran kepada hotel 
Wajib Pungut Pengusaha hotel. Pengusaha hotel. 
Cara Pemungutan Setiap pembayaran jasa 
hotel. 
Setiap pembayaran jasa 
hotel. 
Dasar Jumlah pembayaran jasa 
hotel 
Jumlah pembayaran jasa 
hotel 
Tarif Maksimal 10% Sebesar 10% 
Sumber: Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Perda Kabupaten Mamuju (data 
di olah) 
 Berdasarkan tabel 4.19 di atas, dapat di lihat bahwa tidak ada perbedaan 
antara Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 dan Perda No. 10 Tahun 2010. 
Ketentuan-ketentuan yang diberlakukan pada Perda sangat sesuai dengan Undang-
Undang.  
  
2. Pajak Restoran 
Peraturan Daerah yang berlaku di Kabupaten mamuju adalah Peraturan 
Daerah Nomor 11 Tahun 2010. Perbandingan antara ketentuan pemungutan pajak 
antara Perda dan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 dipaparkan pada tabel 4.20 
berikut: 
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Tabel 4.20 
Perbandingan UU No. 28 Tahun 2009 dan Perda No. 11 Tahun 2010 
 Mengenai Pajak Restoran 
 
Keterangan UU No. 28 Tahun 2009 Perda No. 11 Tahun 2010 
Objek Pelayanan yang disediakan 
oleh restoran 
Pelayanan yang disediakan 
oleh restoran 
Subjek Orang pribadi atau Badan 
yang membeli makanan 
dan/atau minuman dari 
Restoran 
Orang pribadi atau badan 
yang membeli makanan 
dan/atau minuman dari 
Restoran 
Wajib Pungut Pengusaha restoran Pengusaha restoran 
Cara Pemungutan Setiap pembelian 
makanan/minuman 
Setiap pembelian 
makanan/minuman 
Dasar Jumlah pembayaran yang di 
terima restoran 
Jumlah pembayaran yang di 
terima restoran 
Tarif Maksimal 10% Sebesar 10% 
Sumber: Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Perda Kabupaten Mamuju (data 
di olah) 
 Perbandingan antara Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan Perda 
yang berlaku di Kabupaten Mamuju mengenai pajak hotel menunjukkan tidak 
adanya perbedaan dalam aturannya.  
 
3. Pajak Hiburan 
Peraturan Daerah yang mengatur mengenai pemungutan Pajak Hiburan di 
Kabupaten Mamuju adalah Perda Nomor 13 Tahun 2009, dimana perbandingan 
aturan pada Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 dan Perda Kabupaten 
Mamuju mengenai Pajak Hiburan dapat diketahui secara rinci pada tabel 4.21 
berikut: 
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Tabel 4.21 
Perbandingan UU No. 28 Tahun 2009 dan Perda No. 13 Tahun 2010 
 Mengenai Pajak Hiburan 
 
Keterangan UU No. 28 Tahun 2009 Perda No. 13 Tahun 2010 
Objek Jasa penyelenggaraan 
Hiburan dengan dipungut 
bayaran. 
Semua penyelenggaraan 
Hiburan. 
Subjek Orang pribadi atau Badan 
yang menikmati Hiburan. 
Orang pribadi atau badan 
yang menikmati Hiburan 
Wajib Pungut Penyelenggara hiburan Penyelenggara hiburan 
Cara Pemungutan Setiap pembayaran jasa 
hiburan 
Setiap pembayaran jasa 
hiburan 
Dasar Jumlah uang yang di terima 
penyelenggara hiburan 
Jumlah uang yang diterima 
penyelenggara hiburan 
Tarif Maksimal 35% Maksimal 30% 
Sumber: Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Perda Kabupaten Mamuju (data 
di olah) 
 Berdasarkan tabel 4.21 di atas, dapat di lihat bahwa perbedaan aturan 
Undang-undang No. 28 Tahun 2009 dan Perda Kabupaten Mamuju No. 13 Tahun 
2010 adalah pada tarif  pajak. Pemerintah Kabupaten Mamuju hanya menerapkan 
tarif sebesar 30% , sementara aturan pada Undang-undang menyatakan bahwa 
tarif pajak dapat di pungut maksimal 35%.  
 
4. Pajak Reklame 
Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju yang mengatur mengenai 
pemungutan Pajak Reklame adalah Perda No. 12 Tahun 2010. Perbandingan 
antara Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 dan Perda Kabupaten Mamuju 
secara rinci dapat di lihat pada tabel 4.22 berikut. 
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Tabel 4.22 
Perbandingan UU No. 28 Tahun 2009 dan Perda No. 12 Tahun 2010 
 Mengenai Pajak Reklame 
 
Keterangan UU No. 28 Tahun 2009 Perda No. 12 Tahun 2010 
Objek Semua penyelenggaraan 
reklame 
Semua penyelenggaraan 
reklame 
Subjek Orang pribadi atau badan 
yang menggunakan reklame 
Orang pribadi atau badan 
yang menggunakan reklame 
Wajib Pungut Penyelenggara reklame Penyelenggara reklame 
Cara Pemungutan Setiap penyelenggaraan 
reklame 
Setiap penyelenggaraan 
reklame 
Dasar Nilai sewa reklame Nilai sewa reklame 
Tarif Maksimal 25% Sebesar 25% 
Sumber: Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Perda Kabupaten Mamuju (data 
di olah) 
 Berdasarkan tabel 4.22 di atas, dapat diketahui bahwa tidak ada perbedaan 
dalam penetapan aturan pemungutan Pajak Reklame, baik berdasarkan Undang-
undang maupun Peraturan Daerah. 
 
5. Pajak Penerangan Jalan 
Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju mengenai peraturan pemungutan 
Pajak Penerangan Jalan adalah Perda Nomor 9 Tahun 2009. Perbandingan 
penerapan peraturan antara Undang-undang No. 28 Tahun 2009 dan Perda 
Kabupaten Mamuju mengenai Pajak Penerangan Jalan dirincikan pada tabel 4.23 
berikut. 
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Tabel 4.23 
Perbandingan UU No. 28 Tahun 2009 dan Perda No. 9 Tahun 2010 
 Mengenai Pajak Penerangan Jalan 
 
Keterangan UU No. 28 Tahun 2009 Perda No. 9 Tahun 2010 
Objek Penggunaan tenaga listrik, 
baik yang dihasilkan sendiri 
maupun yang diperoleh dari 
sumber lain. 
Penggunaan tenaga listrik, 
baik yang dihasilkan sendiri 
maupun yang peroleh dari 
sumber lain. 
Subjek Orang pribadi atau badan 
yang dapat menggunakan 
tenaga listrik 
Orang pribadi atau badan 
yang dapat menggunakan 
tenaga listrik 
Wajib Pungut Pengguna tenaga listrik Pengguna tenaga listrik 
Cara Pemungutan Setiap penggunaan tenaga 
listrik 
Setiap penggunaan tenaga 
listrik 
Dasar Nilai Jual Tenaga Listrik. Nilai Jual Tenaga Listrik 
Tarif Maksimal 10% Sebesar 10% 
Sumber: Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Perda Kabupaten Mamuju (data 
di olah) 
 Tabel 4.23 di atas menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan aturan 
pemungutan pajak antara Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 dan Perda 
Kabupaten Mamuju. 
 
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 
Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju mengenai pemungutan Pajak 
Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Perda Nomor 12 Tahun 2011, 
Perbandingan antara peraturan Pemungutan Pajak ini berdasarkan Undang-undang 
Nomor 28 Tahun 2009 dan Perda Kabupaten Mamuju dapat di lihat secara rinci 
pada tabel 4.24 berikut. 
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Tabel 4.24 
Perbandingan UU No. 28 Tahun 2009 dan Perda No. 12 Tahun 2011 
 Mengenai Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 
 
Keterangan UU No. 28 Tahun 2009 Perda No. 12 Tahun 2011 
Objek Kegiatan pengambilan 
Mineral Bukan Logam dan 
Batuan 
Kegiatan pengambilan 
Mineral Bukan Logam dan 
Batuan 
Subjek Orang pribadi atau Badan 
yang dapat mengambil 
Mineral Bukan Logam dan 
Batuan. 
Orang pribadi atau Badan 
yang dapat mengambil 
Mineral Bukan Logam dan 
Batuan. 
Wajib Pungut Orang pribadi atau Badan 
yang mengambil Mineral 
Bukan Logam dan Batuan. 
Orang pribadi atau Badan 
yang mengambil Mineral 
Bukan Logam dan Batuan 
Cara Pemungutan Setiap pengambilan Mineral 
Bukan Logam dan Batuan 
Setiap pengambilan Mineral 
Bukan Logam dan Batuan 
Dasar Nilai jual hasil pengambilan 
Mineral Bukan Logam dan 
Batuan 
Nilai jual hasil pengambilan 
Mineral Bukan Logam dan 
Batuan 
Tarif Maksimal 25% Sebesar 20% 
Sumber: Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Perda Kabupaten Mamuju (data 
di olah) 
 Perbedaan antara Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 dan Perda 
Nomor 12 Tahun 2011 berdasarkan tabel 4.24 di atas adalah pada tarif pajaknya. 
Pemerintah pusat menetapkan bahwa tarif pajak Mineral Bukan Logam dan 
Batuan adalah maksimal 25%, sedangkan Pemerintah Kabupaten Mamuju hanya 
menerapkan tarif pajak sebesar 20% saja. 
 
7. Pajak Air Tanah 
Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju mengenai aturan pemungutan Pajak 
Air Tanah adalah Perda Nomor 14 Tahun 2010. Perbandingan aturan antara 
Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 dan Perda Kabupaten Mamuju dirincikan 
pada tabel 4.25 berikut. 
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Tabel 4.25 
Perbandingan UU No. 28 Tahun 2009 dan Perda No. 14 Tahun 2010 
 Mengenai Pajak Air Tanah 
 
Keterangan UU No. 28 Tahun 2009 Perda No. 14 Tahun 2010 
Objek Pengambilan dan/atau 
pemanfaatan Air Tanah 
Pengambilan dan/atau 
pemanfaatan Air Tanah 
Subjek dan Wajib 
Pajak 
Orang pribadi atau Badan 
yang melakukan 
pengambilan dan/atau 
pemanfaatan Air Tanah. 
Orang pribadi atau Badan 
yang melakukan 
pengambilan dan/atau 
pemanfaatan Air Tanah. 
Cara Pemungutan Setiap pengambilan 
dan/atau pemanfaatan Air 
Tanah. 
Setiap pengambilan 
dan/atau pemanfaatan Air 
Tanah 
Dasar Nilai Perolehan Air Tanah Nilai Perolehan Air Tanah 
Tarif Maksimal 20% Sebesar 10% 
Sumber: Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Perda Kabupaten Mamuju (data 
di olah) 
 Berdasarkan pada tabel 4.25 di atas, perbedaan aturan Undang-undang 
Nomor 28 Tahun 2009 dan Perda Nomor 14 Tahun 2010 adalah pada tarif pajak. 
Pemerintah Kabupaten Mamuju hanya menerapkan tarif sebesar 10% saja, dari 
maksimal sebesar 20% berdasar aturan Undang-undang. 
 
8. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 
Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju yang mengatur Pajak Bumi dan 
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Perda Nomor 1 Tahun 2013. 
Perbandingan antara Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 dan Perda Kabupaten 
Mamuju dapat di lihat secara rinci pada tabel 4.26 berikut. 
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Tabel 4.26 
Perbandingan UU No. 28 Tahun 2009 dan Perda No. 1 Tahun 2013 
 Mengenai Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 
 
Keterangan UU No. 28 Tahun 2009 Perda No. 1 Tahun 2013 
Objek Bumi dan/atau Bangunan 
yang dimiliki, dikuasai, 
dan/atau dimanfaatkan oleh 
orang pribadi atau Badan. 
Bumi dan/atau Bangunan 
yang dimiliki, dikuasai, 
dan/atau dimanfaatkan oleh 
orang pribadi atau Badan. 
Subjek dan Wajib 
Pajak 
Orang pribadi atau Badan 
yang secara nyata 
mempunyai suatu hak atas 
Bumi dan/atau memperoleh 
manfaat atas Bumi, dan/atau 
memiliki, menguasai, 
dan/atau memperoleh 
manfaat atas Bangunan. 
Orang pribadi atau Badan 
yang secara nyata 
mempunyai suatu hak atas 
Bumi dan/atau memperoleh 
manfaat atas Bumi, dan/atau 
memiliki, menguasai, 
dan/atau memperoleh 
manfaat atas Bangunan. 
Cara Pemungutan Setiap pemanfaatan atas 
Bumi dan/atau Bangunan. 
Setiap pemanfaatan atas 
Bumi dan/atau Bangunan. 
Dasar Nilai Jual Objek Pajak Nilai Jual Objek Pajak 
Tarif Maksimal 0,30% Maksimal 0,20% 
Sumber: Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Perda Kabupaten Mamuju (data 
di olah) 
 Perbedaan aturan pemungutan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 
Daerah Kabupaten Mamuju adalah pada tarif pajak. Undang-undang Nomor 28 
Tahun 2009 mengatur bahwa tarif pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 
Perkotaan adalah maksimal 0,30%, sedangkan menurut Perda Kabupaten Mamuju 
Nomor 1 Tahun 2013 tarif pajak yang diterapkan hanya 0,20%. 
 
9. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 
Aturan pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah 
Perda Nomor 1 Tahun 2011. Perbandingan aturan pemungutan antara Undang-
undang Nomor 28 Tahun 2009 dan Perda Kabupaten Mamuju dapat diketahui 
secara rinci ada tabel 4.27 berikut. 
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Tabel 4.27 
Perbandingan UU No. 28 Tahun 2009 dan Perda No. 1 Tahun 2011 
 Mengenai Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 
 
Keterangan UU No. 28 Tahun 2009 Perda No. 1 Tahun 2011 
Objek Perolehan Hak Atas Tanah 
dan/atau Bangunan. 
Perolehan Hak Atas Tanah 
dan/atau Bangunan. 
Subjek dan Wajib 
Pajak 
Orang pribadi atau Badan 
yang memperoleh Hak atas 
Tanah dan/atau Bangunan 
Orang pribadi atau Badan 
yang memperoleh Hak atas 
Tanah dan/atau Bangunan 
Cara Pemungutan Setiap perolehan Hak Atas 
Tanah dan Bangunan 
Setiap perolehan Hak Atas 
Tanah dan Bangunan 
Dasar Nilai Perolehan Objek Pajak Nilai Perolehan Objek Pajak 
Tarif Maksimal 5% Sebesar 5% 
Sumber: Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Perda Kabupaten Mamuju (data 
di olah) 
Berdasarkan pada tabel 4.27 di atas, dapat di lihat bahwa tidak ada 
perbedaan dalam aturan pemungutan pajak antara Undang-undang dan Perda 
Kabupaten Mamuju. Semua ketentuan yang diterapkan pada Perda Kabupaten 
Mamuju mengenai Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sesuai atau 
sama dengan yang tertera pada Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 mengenai 
Pajak Daerah. 
Melihat dari pemaparan perbandingan aturan pemungutan Pajak Daerah, 
dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan signifikan antara aturan yang 
diterapkan oleh Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 dan Perda Kabupaten 
Mamuju. Perbedaannya hanya berdasarkan tarif yang berlaku, di mana Pemerintah 
Kabupaten Mamuju menerapkan tarif lebih rendah dari maksimal tarif pajak yang 
diberlakukan oleh Pemerintah Pusat.  
Setelah mengetahui bahwa tidak adanya perbedaan aturan dalam 
pemungutan pajak selain pada tarif di bawah maksimal tarif yang ditetapkan, 
dapat dirancang strategi peningkatan penerimaan pajak daerah Kabupaten 
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Mamuju dengan menggunakan analisis SWOT. Hal ini dimaksudkan untuk 
mengetahui dan menganalisis permasalahan yang ada dalam rencana peningkatan 
penerimaan pajak daerah, serta potensi yang dapat digunakan untuk mendukung 
strategi penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Mamuju.  
Kata strategi berarti suatu program yang luas untuk mencapai tujuan 
tertentu. Strategi lebih membicarakan suatu proses kontinyu (Continuous Process) 
daripada kegiatan yang bersifat periodik (Periodic Activities). Strategi juga lebih 
terfokus kepada tuntuntan decisions yang lebih luas ketimbang sekedar tuntutan 
praktis.
54
 
Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa strategi 
peningkatan sektor Pajak adalah rencana yang di buat untuk meningkatkan dan 
mengoptimalisasikan penerimaan Pajak Daerah, yang bertujuan untuk 
melaksanakan pembangunan daerah Kabupaten Mamuju.  
Pelaksanaan pembangunan daerah dalam implementasinya diperlukan 
dana yang memadai. Sejak diberlakukan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 
yang menyatakan bahwa pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan 
mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas 
pembantuan, Pemerintah Daerah di tuntut untuk mengembangkan dan 
mengoptimalkan potensi daerahnya dalam rangka desentralisasi. Desentralisasi 
adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk 
mengurus daerahnya.
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54
Warsito Utomo, “Peranan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah”, Jurnal Studi Pembangunan 1, No. 1 (Juli 1997) h. 109. 
55Anantasia Sinanturi, dkk, “Peranan Pendapatan Asli Daerah dalam Menunjang 
Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan Kota Batu)”, Jurnal 
Administrasi Publik 2, No. 3, h. 557.  
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Wewenang dan fungsi pemerintah daerah adalah mewujudkan suatu 
daerah yang mandiri yaitu dengan cara dapat mengenali potensi dan 
mengidentifikasi sumber-sumber daya yang dimilikinya. Pemerintah daerah 
diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan daerahnya, 
khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan dan pembangunan di 
daerahnya melalui PAD. 
PAD merupakan salah satu pemasukan dalam Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah (APBD), sehingga sumber-sumber penerimaan PAD harus digali 
secara maksimal di dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku, 
termasuk diantaranya adalah Pajak Daerah dan retribusi daerah yang sudah sejak 
lama menjadi salah satu unsur PAD yang utama.  
Pajak adalah salah satu bentuk peran masyarakat dalam penyelenggaraan 
otonomi dan sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai 
pemerintahan dan pembangunan daerah. Permasalahan yang dihadapi oleh daerah 
umumnya berkaitan dengan penggalian sumber-sumber Pajak Daerah, yang 
merupakan komponen PAD yang memiliki peran yang terbesar. Sehingga 
pengoptimalisasian PAD memang harus dilakukan. 
Upaya-upaya yang biasa dilakukan untuk mengoptimalisasikan PAD 
dalam suatu daerah adalah intensifikasi, ekstensifikasi, meningkatkan sosialisasi 
kepada masyarakat, dan pembinaan intensif kepada petugas pemungut Pajak, agar 
dalam pelayanannya lebih cepat dan tidak berbelit-belit. 
Arti intensifikasi adalah melakukan berbagai kebijakan perpajakan untuk 
Pemerintah Daerah, diantaranya dengan ditetapkan UU No. 34 Tahun 2000 
tentang perubahan atas UU No. 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan 
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Retribusi Daerah. Pemberian kewenangan dalam pengenaan Pajak dan retribusi 
daerah, diharapkan dapat mendorong Pemerintah Daerah terus berupaya untuk 
mengoptimalkan PAD, khususnya yang berasal dari Pajak Daerah.  
Meski demikian, untuk mencegah hal-hal yang dapat merugikan 
masyarakat dan dunia usaha, UU No. 34 Tahun 2000 membatasi Pajak dan 
retribusi yang dapat dipungut oleh Pemerintah daerah sebagai berikut: a) 
pendapatan yang cukup dan elastis; b) Adil dan merata secara vertikal dan secara 
horizontal ; c) Administrasi yang fleksibel ; d) Secara politis dapat diterima oleh 
masyarakat; dan d) Non-distorsi terhadap perekonomian.  
Untuk mengoptimalkan potensi PAD, Pemerintah daerah memiliki dua 
alat utama (measures), yaitu Policy Measures dan Administrative Measures. 
Policy Measures mengandalkan kebijakan yang berwujud penerbitan ketentuan-
ketentuan Pemerintah Daerah yang menyangkut masalah pokok. 
Pemerintah Daerah melalui peraturan daerah (Perda) menetapkan obyek 
Pajak, mengenai apa saja yang akan dikenai Pajak (basis transaksi/ kebendaan). 
Kebijakan pungutan Pajak Daerah yang berdasarkan Perda tidak boleh tumpang 
tindih dengan pungutan pusat, yang akan menimbulkan duplikasi pungutan. Hal 
ini dinyatakan dalam UU No. 34 Tahun 2000, Pasal 2 ayat (4) “Objek Pajak 
Daerah bukan merupakan objek Pajak Pusat”.  
Peraturan daerah juga menetapkan subyek pemungutan Pajak, mengenai 
siapa saja yang akan diPajaki, baik sebagai pembayar, penanggung maupun 
entitas yang diminta membantu untuk mengumpulkan Pajak (collecting agent).  
Ketentuan dalam perda juga menetapkan Tarif Pajak. Tarif bisa berbentuk 
prosentase atau jumlah rupiah tertentu. Tarif untuk Pajak Kabupaten/Kota 
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ditetapkan dengan Peraturan daerah, tetapi tidak boleh lebih tinggi dari tarif 
maksimum yang telah ditentukan dalam UU.  
Alat (measures) lain yang perlu dilaksanakan langkah-langkah 
administratif. Langkah ini berkaitan dengan kapasitas administratif pemerintah 
daerah, terutama di bidang yang berkaitan dengan pendapatan daerah seperti 
organisasi, sistem dan prosedur, sistem informasi, dan sumber daya manusia. 
Selanjutnya, ekstensifikasi perpajakan juga dapat dilakukan, yaitu melalui 
kebijaksanaan Pemerintah untuk memberikan kewenangan perpajakan yang lebih 
besar kepada daerah kedepannya. Sehingga peluang untuk mengoptimalkan 
Pendapatan Daerah dari hasil Pajak Daerah akan lebih besar. 
Berbagai kebijakan yang dilakukan untuk meningkatkan penerimaan Pajak 
Daerah ini telah banyak diterapkan, namun belum tentu mencapai tujuan dengan 
maksimal. Suatu strategi perlu dilakukan dengan rencana yang matang demi 
tercapainya tujuan peningkatan penerimaan Pajak Daerah, khususnya Kabupaten 
Mamuju. Hal utama yang harus dilakukan adalah menganalisis kekuatan 
(Strength), kelemahan (Weakness), peluang (Opportunities), dan ancaman 
(Threats) atau di singkat sebagai SWOT yang ada pada daerah tersebut. 
 
1. Analisis SWOT 
Analisis SWOT adalah analisis berdasarkan penilaian dari lingkungan 
internal dan lingkungan eksternal suatu organisasi. upaya-upaya untuk mengenali 
kekuatan (strength), peluang (opportunity), kelemahan (weaknesses) dan ancaman 
(threats) yang menentukan kinerja organisasi.  
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Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk 
merumuskan strategi organisasi. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat 
memaksimalkan kekuatan dan peluang, namun secara bersamaan dapat 
meminimalkan kelemahan dan ancaman. Proses pengambilan keputusan strategi 
selalu berkaitan dengan pengembangan misi, tujuan, strategi dan kebijakan 
organisasi. Dengan demikian, perencanaan strategi harus menganalisa faktor-
faktor strategi organisasi (kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman) dalam 
kondisi yang saat ini. 
Analisis SWOT membandingkan antara faktor eksternal yaitu peluang 
(opportunity) dan ancaman (threats) dengan faktor internal yaitu kekuatan 
(strenght) dan kelemahan (weakness). Faktor internal adalah faktor yang di 
kontrol oleh organisasi, sedangkan faktor eksternal merupakan keadaan yang tidak 
dapat di kontrol oleh organisasi. Faktor internal meliputi kekuatan (strength) dan 
kelemahan (weaknesses), dan faktor eksternal meliputi peluang (opportunities) 
dan ancaman (threats).  
Setiap organisasi harus mampu mengenali keadaan lingkungan internal 
dan lingkungan eksternalnya dengan baik agar mampu mengambil sikap dan 
menentukan keputusan demi mengoptimalkan kinerja organisasi. Kesuksesan 
strategi yang di ambil suatu organisasi sangat dipengaruhi oleh kecermatan dalam 
menganalisis kekuatan dan kelemahan di lingkungan internal organisasi, serta 
melihat peluang dan ancaman yang berada di lingkungan eksternal organisasi. 
Mengacu pada pendapat di atas, peneliti mengidentifikasi faktor-faktor 
internal dan eksternal untuk menghadapi isu-isu strategis yang dihadapi Badan 
Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju dalam rangka menyusun strategi yang 
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tepat untuk meningkatkan penerimaan Pajak Daerah yaitu dengan membangun 
kekuatan dan mengambil keuntungan dari peluang, namun pada saat yang sama 
meminimalkan atau mengatasi kelemahan serta ancaman. 
 
a. Faktor Internal 
Faktor internal mempengaruhi terbentuknya strenghts and weaknesses, di 
mana faktor ini menyangkut dengan kondisi yang terjadi dalam organisasi, yang 
mana ini turut mempengaruhi terbentuknya pembuatan keputusan (decision 
making) organisasi. Faktor internal ini meliputi semua macam manajemen 
fungsional: pemasaran, keuangan, operasi, sumber daya manusia, penelitian dan 
pengembangan, sistem informasi manajemen dan budaya organisasi (corporate 
culture). 
Termasuk dalam faktor internal adalah: 
1. Kekuatan (Strength) 
a) Sarana dan Prasarana yang Cukup Memadai 
Sarana dan prasarana adalah setiap benda atau alat yang dipergunakan 
sebagai penunjang utama dalam melakukan pekerjaan. Salah satu faktor 
pendukung keberhasilan suatu organisasi adalah memadainya sarana dan 
prasarana yang dapat menunjang pelaksanaan tugas organisasi.  
Berdasarkan observasi peneliti, sarana dan prasarana Badan Pendapatan 
Daerah Kabupaten Mamuju sudah cukup memadai. Sarana dan prasarana yang 
ada, walau pun belum sepenuhnya di nilai sangat memadai, namun sudah cukup 
untuk menjalankan aktivitas-aktivitas para pegawai yang bekerja di Badan 
Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju. Hal ini di lihat dari tersedianya printer 
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sebanyak 12 unit, laptop dan komputer terdapat 18 unit, mobil sebanyak 6 unit, 
dan motor 19 unit. Sarana ini merupakan sarana yang penting, karena berfungsi 
untuk memperlancar dan mempermudah mekanisme kerja, sehingga 
mengefisienkan waktu penyelesaian kerja. 
 
b) Produktivitas Organisasi Cukup Baik 
Penilaian terhadap produktivitas suatu organisasi biasanya di ukur dari 
pencapaian target dan kenaikan realisasi pendapatan tiap tahunnya. Target adalah 
batas ketentuan yang ditetapkan untuk di capai dalam waktu tertentu, sedangkan 
realisasi adalah tindakan atau proses mewujudkan suatu tujuan yang telah 
direncanakan sebelumnya.  
Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Mamuju cenderung tidak mencapai 
target yang telah ditetapkan. Akan tetapi, Pajak Daerah Kabupaten Mamuju 
cenderung mengalami peningkatan realisasi pendapatan setiap tahunnya, walau 
pada tahun 2013 sempat mengalami penurunan. Maka dapat dikatakan bahwa 
produktivitas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju terbilang cukup baik.  
 
2. Kelemahan (Weaknesses) 
a) Disiplin dan Motivasi Kerja Rendah 
Berdasarkan hasil observasi dan penelitian, peneliti melihat bahwa 
kedisiplinan para pegawai pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju 
masih sangat kurang. Sering sekali peneliti mendapati pegawai datang dengan 
sangat terlambat.  
104 
 
 
 
Selain itu, salah satu pegawai di bidang kepegawaian mengatakan bahwa 
para PTT memang seringkali mengabaikan dan tidak peduli tentang hal-hal di luar 
tanggung jawabnya.  
Situasi dan kondisi seperti ini bila dibiarkan terus berlanjut, maka akan 
berdampak buruk terhadap organisasi dan menjadi kelemahan organisasi yang 
dapat mengancam kemampuan organisasi dalam meningkatkan kemajuan dan 
pencapaian tujuan organisasi secara optimal. 
 
b) Struktur Organisasi belum Efektif dan Efisien 
Struktur organisasi dalam sebuah organisasi dimaksudkan untuk 
merumuskan tugas pokok dan fungsi yang terbagi dalam unit-unit bagian divisi 
atau departemen agar meminimalisir terjadinya overlapping dalam setiap setiap 
unit atau divisi. Pentingnya struktur organisasi juga untuk mengatur hubungan 
yang baik antar unit maupun intern unit itu sendiri, yang dimaksudkan untuk 
mencapai tujuan organisasi sesuai dengan visi misi organisasi. 
Bidang Pajak Daerah di bagi menjadi dua bidang, di mana Kepala Bidang 
Pajak I menangani Pajak Hotel, Hiburan, Restoran/Rumah Makan, Parkir, 
Reklame, dan Penerangan Jalan. Bidang Pajak II meliputi Pajak Bumi dan 
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Pajak Air Bawah Tanah, dan Bea 
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).  
Menurut salah satu pegawai di bidang Keuangan dan Kepegawaian, 
struktur organisasi di kantor badan pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju belum 
efektif dan efisien, karena bidang Pajak Daerah terbagi menjadi dua. Seharusnya 
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bidang Pajak langsung dijadikan satu bidang saja, sehingga tujuan lebih fokus, 
dan sejalan antar seluruh bidang Pajak. 
 
b. Faktor Eksternal 
Faktor eksternal menyangkut dengan kondisi-kondisi yang terjadi di luar 
organisasi yang mempengaruhi dalam pembuatan keputusan organisasi. Faktor ini 
mencakup lingkungan industri dan lingkungan bisnis makro, ekonomi, politik, 
hukum, teknologi, kependudukan, dan sosial budaya. 
 
1. Peluang (Opportunities) 
a) Jumlah Penduduk  
Jumlah penduduk di Kabupaten Mamuju terbilang cukup besar. Salah satu 
alasannya adalah Kabupaten Mamuju merupakan ibukota dari provinsi Sulawesi 
Barat, semenjak terpisah dari Provinsi Sulawesi Selatan sejak tahun 2005. 
Penduduk kabupaten Mamuju pada tahun 2016 berjumlah 272.258. 
Tabel 4.28 
Jumlah dan Persentase Pertambahan Jumlah Penduduk  
Kabupaten Mamuju Tahun 2012-2016 
 
Tahun Jumlah Penduduk (Jiwa) Persentase (%) 
2012 246.442 2,70 
2013 252.262 2,36 
2014 258.984 2,66 
2015 265.800 2,63 
2016 272.258 2,43 
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Mamuju (data di olah) 
 
 Peningkatan penduduk Kabupaten Mamuju memang bukan merupakan 
kenaikan yang besar, kenaikan rata-rata hanya 2,56% tiap tahunnya. Akan tetapi, 
merupakan hal yang positif jika terjadi kenaikan penduduk setiap tahun. Hal ini 
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merupakan salah satu peluang bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju 
dalam menjalankan strategi peningkatan penerimaan Pajak Daerah. 
 
b) Penyuluhan yang Dilakukan Petugas Pajak Pada Saat Penagihan Pajak 
Berdasarkan hasil wawancara pada beberapa petugas Pajak dan 
masyarakat sebagai wajib Pajak, salah satu hal yang merupakan peluang dalam 
meningkatkan penerimaan Pajak adalah penyuluhan yang dilakukan oleh petugas 
Pajak saat melakukan penagihan. Hal ini dinyatakan oleh salah seorang petugas 
Pajak, penyuluhan yang dilakukan membawa dampak positif bagi penerimaan 
Pajak. Adanya penyuluhan ini menyebabkan masyarakat mengerti akan 
pentingnya dana Pajak, yang digunakan untuk membangun daerahnya.  
“...dari teman-teman kolektor, cara pendekatannya (kepada wajib pajak), 
sosialisasinya bagus... Iya, hampir tiap melakukan penagihan kita 
melakukan sosialisasi juga. ”56 
 
Penyuluhan-penyuluhan ringan seperti ini apabila dilakukan secara merata 
dan maksimal, maka akan berdampak positif terhadap kenaikan penerimaan Pajak. 
Misalnya dengan cara sosialisasi yang dilakukan kepada seluruh masyarakat, atau 
pun dengan memasang iklan dalam bentuk baliho atau reklame yang berisi ajakan 
membayar  Pajak serta fungsi Pajak. 
 
2. Ancaman (Threats) 
a) Kurangnya Pemanfaatan IT (Information and Technology) dalam pembayaran 
Pajak 
                                                          
56
Hans Jobert Muntuan, Kepala Sub Bidang Pajak Restoran, wawancara pada tanggal    
07 November 2017 
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Pemanfaatan teknologi akan mengefisienkan waktu dan biaya apabila  
diterapkan dalam pembayaran Pajak. Salah satu ancaman dalam strategi 
peningkatan penerimaan Pajak adalah cara pembayarannya yang masih sangat 
sederhana. Wajib Pajak harus langsung mendatangi kantor Badan Pendapatan 
Daerah, atau di tagih secara langsung oleh petugas Pajak. Pembayaran Pajak 
seperti ini tentunya sangat ketinggalan di zaman yang serba cepat dan praktis 
seperti sekarang. 
 
b) Kurangnya Kepercayaan Masyarakat terhadap Pemerintah 
Beberapa wajib Pajak berpendapat bahwa persentase Pajak yang harus di 
bayar setiap tahun/bulan itu berjumlah cukup besar. Menurut mereka, penerimaan 
pemerintah bukan hanya berasal dari Pajak. Jadi pembayaran Pajak seharusnya 
bisa dikurangi karena di anggap membebani wajib Pajak. Seperti yang 
dikemukakan oleh Bang Bugir, pemilik usaha bakso: 
“Pemerintah itu harusnya jangan neken (menekan) masyarakat... Saya 
(bayar) pajak nggak papa, tapi kasian pelanggan di paksa bayar 10%... 
Belum juga saya perlu makan, anggota juga perlu makan, keluarga juga 
perlu makan, anggota juga perlu gaji... Kucuran (dana) dari pusat juga itu 
banyak, nggak sedikit. Jangan kita itu di paksa bayar.”57 
 
Munculnya pemikiran seperti ini berasal dari kurangnya kepercayaan 
masyarakat sepenuhnya kepada pemerintah daerah. Masyarakat menganggap 
pemerintah daerah mendapatkan dana yang cukup besar dari pusat, sehingga tidak 
perlu membebani rakyat dengan kewajiban Pajak dengan nominal yang tidak 
sedikit.  
                                                          
57
Bugir, Pemilik Usaha Warung Bakso. Wawancara pada tanggal 08 November 2017. 
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 Pemikiran masyarakat seperti ini tentu menjadi suatu ancaman bagi 
Pemerintah Daerah dalam strategi meningkatkan penerimaan Pajak, guna 
melaksanakan pembangunan daerah.  
2. Perumusan Strategi Berdasarkan Analisis SWOT 
Analisis SWOT adalah instrumen perencanaaan strategis yang klasik. 
Dengan menggunakan kerangka kerja kekuatan dan kelemahan dan kesempatan 
eksternal dan ancaman, instrumen ini memberikan cara sederhana untuk 
memperkirakan cara terbaik untuk melaksanakan sebuah strategi.  
Alat yang dipakai untuk menyusun faktor-faktor strategis perusahaan 
adalah matrik SWOT. Matrik ini dapat mengambarkan secara jelas bagaimana 
peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi perusahaan dapat disesuaikan 
dengan kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya. Matrik ini dapat menghasilkan 
4 (empat) set kemungkinan alternatif strategis. 
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Gambar 4 
Diagram Matriks SWOT 
 
 
Lingkungan 
Internal 
 
 
 
Lingkungan 
Eksternal 
  
Kekuatan (Strength) 
1. Sarana dan 
Prasarana yang 
Cukup Memadai 
2. Produktivitas 
Organisasi Cukup 
Baik 
Kelemahan (Weakness) 
1. Kualitas Pegawai Masih 
Kurang 
2. Disiplin dan Motivasi 
Kerja Rendah 
3. Struktur Organisasi 
belum Efektif dan 
Efisien  
Peluang (Opportunities) 
1. Jumlah Penduduk 
2. Penyuluhan yang 
Dilakukan Petugas 
Pajak Pada Saat 
Penagihan Pajak 
Strategi SO 
1. Mengintensifkan 
pelaksanaan 
penyuluhan. 
2. Mengoptimalkan 
potensi Pajak 
Daerah. 
Strategi WO 
1. Meningkatkan Skill 
petugas Pajak dengan 
memberikan pelatihan. 
2. Melakukan perubahan 
struktur organisasi 
untuk tercapainya visi 
dan misi organisasi 
dengan efektif dan 
efisien. 
Ancaman (Threats) 
1. Kurangnya 
Pemanfaatan IT 
(Information and 
Technology) dalam 
pembayaran Pajak. 
2. Kurangnya 
Kepercayaan 
Masyarakat terhadap 
Pemerintah 
Strategi ST 
1. Memanfaatkan IT 
(Information and 
Technology) dalam 
organisasi. 
2. Meningkatkan 
pelayanan dan 
pendekatan kepada 
masyarakat. 
Strategi WT 
1. Melakukan Pembinaan 
untuk meningkatkan 
kedisiplinan dan 
motivasi kerja bagi 
para petugas Pajak. 
2. Meningkatkan 
pengawasan dan 
evaluasi kepada para 
pegawai di Bapenda. 
 
Strategi berdasarkan matriks SWOT di atas, dapat dirumuskan dengan 
strategi S-O (strengths-opportunities), W-O (weakness-opportunities), S-T 
(strengths-threats), dan W-T (weakness-threats). Strategi ini terbagi menjadi 
empat, yaitu sebagai berikut: 
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a. Strategi S-O (Strength - Opportunities) 
Strategi S-O memanfaatkan kekuatan internal organisasi untuk menarik 
keuntungan dari peluang eksternal. Strategi S-O yang dapat di usulkan pada 
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju adalah: 
1. Mengintensifkan pelaksanaan penyuluhan. Penyuluhan ini selain dapat 
dilakukan secara formal, dapat pula dilakukan dengan cara informal. 
2. Mengoptimalkan potensi Pajak Daerah, dengan cara pendataan segala 
kemungkinan yang dapat dijadikan subjek dan objek Pajak. 
 
b. Strategi W-O (Weakness - Opportunities) 
Strategi W-O bertujuan untuk memperbaiki kelemahan internal dengan 
cara mengambil keuntungan dari peluang eksternal. Strategi W-O yang dapat 
diterapkan pada Badan Pendapatan daerah antara lain: 
1. Meningkatkan Skill petugas Pajak dengan memberikan pelatihan. 
Pelatihan secara rutin kepada pegawai Kantor Badan Pendapatan Derah 
sangat baik guna meningkatkan skill, sehingga para pegawai lebih 
mengerti akan apa yang dikerjakannya. 
2. Melakukan perubahan struktur organisasi untuk tercapainya visi dan misi 
organisasi dengan efektif dan efisien. 
 
c. Strategi S-T (Strength - Threats) 
Strategi S-T menggunakan kekuatan sebuah organisasi untuk menghindari 
atau mengurangi dampak ancaman eksternal. Penerapannya dapat dilakukan 
dengan cara: 
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1. Memanfaatkan IT (Information and Technology) dalam organisasi, terutama 
dalam sistem pembayaran Pajak agar memudahkan masyarakat yang jauh 
dari pusat melakukan pembayaran Pajak. Selain itu, pemanfaatan IT dapat 
menghemat pengeluaran pada saat penagihan Pajak. 
2. Meningkatkan pelayanan dan pendekatan kepada masyarakat. Salah satu 
penyebab masyarakat malas membayar Pajak adalah pelayanan yang kurang 
baik dan ramah, belum lagi prosesnya yang tidak diketahui oleh masyarakat, 
serta sistemnya yang sangat berbelit-belit. Sebaiknya dalam melayani 
pembayaran, petugas Pajak dapat melakukan pendekatan dan bersifat ramah, 
sehingga menghindari hal-hal buruk kedepannya. 
 
d. Strategi W-T (Weakness - Threats) 
Strategi W-T menggunakan taktik defensif yang diarahkan untuk 
mengurangi kelemahan internal serta menghindari ancaman eksternal. Strategi   
W-T yang dapat dilakukan adalah: 
1. Melakukan Pembinaan untuk meningkatkan kedisiplinan dan motivasi kerja 
bagi para petugas Pajak. Meningkatkan kedisiplinan dan motivasi kerja 
kepada para pegawai dapat dilakukan dengan cara pemberian reward bagi 
pegawai yang melakukan tugasnya dengan baik, pembinaan yang dilakukan 
pada saat rapat rutin, atau dengan cara pemberian sanksi secara lisan atau 
tulisan untuk memberikan efek jera.  
2. Meningkatkan pengawasan dan evaluasi kepada para pegawai di Bapenda. 
Pengawasan terhadap kinerja pegawai memang harus dilakukan, sehingga 
pegawai menjadi lebih fokus dalam melakukan tugasnya. Adapun evaluasi 
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dilakukan untuk mengetahui kinerja pegawai, sehingga jika ada sedikit 
permasalahan maka dapat langsung ditangani. 
 
E. Faktor-Faktor Yang Mendorong Dan Menghambat Peningkatan 
Penerimaan Pajak 
 
Pajak Daerah merupakan tolak ukur dalam pelaksanaan pembangunan 
daerah yang nyata. Suatu daerah dikatakan siap untuk melaksanakan otonomi 
daerah apabila penerimaan Pajaknya dapat memberikan sumbangan yang cukup 
untuk penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan daerah. Pajak Daerah 
menjadi salah satu sektor penting di Kabupaten Mamuju. Misi Badan Pendapatan 
Daerah pun menjadikan Pajak sebagai sumber utama pendapatan daerah, serta 
meningkatkan sistem pengelolaan Pajak. Maka dapat disimpulkan bahwa 
optimisme Pemerintah Kabupaten Mamuju terhadap Pajak terbilang tinggi. 
Terdapat 9 (sembilan) sektor Pajak Daerah Kabupaten Mamuju, yaitu 
Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan 
Jalan, Pajak Air Bawah Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak 
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), serta Bea Perolehan Hak 
Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Penerimaan Pajak Daerah yang fluktuatif 
tiap tahunnya seperti yang dijelaskan pada Bab I, bisa disebabkan oleh faktor-
faktor yang terjadi di lingkungan Kabupaten Mamuju, baik faktor-faktor yang 
mendukung penerimaan Pajak, atau faktor-faktor yang menghambat penerimaan 
Pajak Daerah. 
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1. Faktor-Faktor yang Mendukung Penerimaan Pajak Daerah  
Berdasarkan hasil penelitian pada kantor badan pendapatan daerah dan 
masyarakat kabupaten mamuju, dapat diketahui beberapa faktor yang mendukung 
penerimaan Pajak Daerah, antara lain: 
 
a. Pendataan Objek Pajak secara berkala 
Berdasarkan hasil penelitian di kantor Badan Pendapatan Daerah 
Kabupaten Mamuju, salah satu faktor yang mendukung penerimaan Pajak Daerah 
adalah pendataan yang dilakukan secara berkala, bisa di bilang tiap bulan 
dilakukan pendataan. Hal ini sangat mendukung peningkatan penerimaan Pajak, 
karena dengan pendataan secara berkala ini, maka penerimaan Pajak akan 
optimal.  
b. Sosialisasi dan Pendekatan Kepada Wajib Pajak  
Salah satu hal yang faktor yang mendukung peningkatan penerimaan Pajak 
Daerah adalah sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat. Adapun maksud 
dari pendekatan disini adalah melakukan perbincangan seputar Pajak, untuk 
membuka pemikiran masyarakat mengenai pentingnya pembayaran Pajak.  
 
2. Faktor-faktor yang Menghambat Penerimaan Pajak Daerah 
Faktor-faktor yang menghambat penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten 
Mamuju adalah sebagai berikut: 
a. Proses Penagihan Pajak Daerah Secara Langsung 
Keluhan-keluhan petugas Pajak mengenai proses penagihan secara 
langsung ini memang perlu diperhitungkan. Diantaranya adalah memakan waktu 
lama, jarak yang jauh, kelelahan, hingga penunggakan.  
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b. Penyuluhan Yang Belum Menyeluruh 
Adanya penyuluhan kepada masyarakat menimbulkan dampak yang baik, 
yaitu bertambahnya penerimaan Pajak. Sayangnya petugas Pajak belum terlalu 
fokus terhadap hal ini. Penyuluhan tidak dilakukan secara merata, sehingga masih 
banyak masyarakat yang kurang mengetahui mengenai Pajak, seperti 
pemungutannya, maupun tarif Pajaknya. 
 
F. Upaya Yang Dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju dalam 
Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah 
Ada beberapa upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam 
mengoptimalkan penerimaan Pajak. Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah 
daerah dalam meningkatkan penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Mamuju 
adalah: 
1. Dibentuknya Tim SATGAS (Tim Satuan Tugas)  
Tim SATGAS berfungsi melakukan pendataan subjek dan objek Pajak 
baru dengan rutin, yakni sekali dalam sebulan. Selain melakukan pendataan, Tim 
SATGAS ini juga berfungsi melakukan penagihan Pajak secara door-to-door, 
serta melakukan pendekatan kepada masyarakat sebagai wajib Pajak dengan 
melakukan penyuluhan mengenai pentingnya Pajak Daerah untuk membangun 
suatu Daerah yang mandiri.  
Tanpa adanya kesadaran masyarakat, maka peningkatan pendapatan dari 
sektor Pajak hanyalah isapan jempol belaka. Oleh karenanya BPKKD terus 
berupaya untuk menumbuh-kembangkan kesadaran wajib Pajak dalam membayar 
Pajak Daerah. 
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Petugas Pajak yang merupakan mata rantai komunikasi antara pemerintah 
dengan masyarakat sehingga petugas Pajak mempunyai kecakapan tersendiri 
antara masyarakat dengan cara sering berkomunikasi dan berinteraksi dengan rasa 
saling percaya. Kedekatan ini pun akan membuat wajib Pajak patuh dan menuruti 
terhadap apa yang menjadi kewajiban. 
Petugas Pajak mempunyai peran aktif dalam proses dan pelaksanaan yang 
akan membawa kedekatan dengan masyarakat. Kedekatan ini yang pada akhirnya 
dapat menimbulkan rasa simpati yang menghasilkan kepercayaan dengan 
masyarakat khususnya wajib Pajak. Hal ini pada akhirnya akan bermanfaat dan 
berpengaruh terhadap pembayaran Pajak di Kabupaten Mamuju jika 
dilaksanakannya pendekatan kepada masyarakat secara maksimal. Arti maksimal 
di sini adalah secara rutin dan menyeluruh, sehingga seluruh masyarakat 
mengetahui pentingnya Pajak Daerah bagi Pembangunan Daerah.  
 
2. Peraturan Daerah (Perda) yang Mendukung 
Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju membentuk Perda dengan  
kebijakan pemungutan Pajak setiap 1 (satu) bulan kalender pagi Pajak Hotel, 
Pajak Hiburan dan Pajak Restoran. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar 
memberikan kemudahan tidak memberatkan Wajib Pajak. Sampai saat ini, cara 
pemungutan pajak seperti ini menjadikan penerimaan pajak lebih optimal. 
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BAB V 
 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Badan Pendapatan Daerah 
Kabupaten Mamuju, dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah berdasarkan analisis SWOT 
adalah mengintensifkan pelaksanaan penyuluhan dan mengoptimalkan 
potensi pajak daerah (S-O), meningkatkan skill petugas pajak dengan 
memberikan pelatihan dan melakukan perubahan struktur organisasi untuk 
tercapainya visi dan misi organisasi dengan efektif dan efisien (W-O), 
memanfaatkan IT (Information and Technology) dalam organisasi serta 
meningkatkan pelayanan dan pendekatan kepada masyarakat (S-T), dan 
melakukan pembinaan untuk meningkatkan kedisiplinan dan motivasi kerja 
bagi para petugas pajak serta meningkatkan pengawasan dan evaluasi 
kepada para pegawai di Badan Pendapatan Daerah (W-T). 
2. Faktor-faktor yang mendukung penerimaan pajak daerah yaitu Pendataan 
Objek Pajak secara berkala dan sosialisasi dan pendekatan kepada Wajib Pajak. 
Faktor-faktor yang menghambat adalah proses penagihan Pajak Daerah Secara 
langsung dan penyuluhan kepada masyarakat yang belum menyeluruh. 
3. Upaya yang saat ini dilakukan Pemerintah Daerah untuk mengoptimalkan 
penerimaan pajak adalah dibentuknya SATGAS (Tim Satuan Tugas) yang 
bertugas melakukan pendataan wajib pajak, dan penagihan pajak, serta 
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dibentuknya Peraturan Daerah (Perda) dengan kebijakan pemungutan pajak 
setiap bulan pagi pajak Hotel, Hiburan dan Restoran.  
 
B. Saran 
Setelah melakukan analisis strategi berdasarkan SWOT, telaah faktor-
faktor yang mendukung dan menghambat penerimaan pajak, Badan Pendapatan 
Daerah Kabupaten Mamuju sebaiknya melakukan: 
1. Mengatasi kelemahan organisasi, dengan menerapkan sanksi secara lebih 
tegas kepada para wajib pajak yang melanggar aturan. 
2. Memanfaatkan IT dalam organisasi serta dalam proses pemungutan pajak 
dengan optimal, sehingga pembayaran pajak dapat dilakukan dengan lebih 
praktis dan efisien. 
3. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, seperi pelayanan yang 
ramah, cepat, dan tidak berbelit-belit. 
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